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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul General Business
Environment ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis
global, meliputi aspek ekonomi, sosial, teknologi, hukum, politik, serta
lingkungan hidup. Selain itu, buku ini juga mengkaji bagaimana dinamika
perubahan faktor-faktor tersebut berdampak pada strategi bisnis dan
bagaimana keterampilan analitis dapat dikembangkan guna mendukung
pengambilan keputusan strategis yang beretika.

Sebagaimana ditegaskan oleh Peter F. Drucker, tokoh yang dianggap
sebagai father of modern management, bahwa “Bisnis tidak dapat
dipandang sebagai entitas yang terisolasi; ia selalu beroperasi dalam suatu
lingkungan yang kompleks dan dinamis.” Pandangan ini memberikan
landasan konseptual yang kuat bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya
ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan, tetapi juga oleh
sensitivitas terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini disusun untuk memberikan
wawasan akademis sekaligus praktis kepada mahasiswa, peneliti,
maupun praktisi bisnis agar mampu memahami dan menganalisis
lingkungan bisnis secara komprehensif. Harapannya, buku ini dapat
menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus
panduan dalam merumuskan strategi yang berkelanjutan serta
berlandaskan etika.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan
demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini
memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan praktik bisnis di era globalisasi.
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Pertemuan 1

General Business Environment

A. Pengertian General Business Environment

Lingkungan bisnis umum (general business environment)
merupakan seperangkat faktor eksternal yang memengaruhi
operasional, strategi, dan keberhasilan suatu organisasi. Lingkungan ini
bersifat dinamis, kompleks, serta tidak dapat sepenuhnya dikendalikan
oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap
faktor-faktor lingkungan bisnis menjadi prasyarat penting bagi
pengambilan keputusan strategis yang tepat.

Dalam literatur manajemen strategis, general business
environment dipandang sebagai kumpulan faktor eksternal yang secara
sistematis membentuk peluang maupun ancaman bagi organisasi.
Wheelen dan Hunger (2018) mendefinisikan lingkungan bisnis umum
sebagai keseluruhan kondisi eksternal yang bersifat dinamis dan
kompleks, yang memengaruhi pilihan strategis organisasi tanpa dapat
dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen. Definisi ini memperlihatkan
bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa, melainkan
selalu berada dalam konteks sosial, politik, ekonomi, teknologi, hukum,
dan lingkungan alam yang saling berkaitan.

Menurut Peter F. Drucker (1999), bisnis tidak dapat dipandang
sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan selalu beroperasi dalam
konteks lingkungan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas
bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap organisasi harus
mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan agar tetap kompetitif
dan berkelanjutan.

Dimensi-Dimensi General Business Environment

Lingkungan bisnis umum mencakup beberapa dimensi penting
yang lazim dianalisis menggunakan kerangka PESTEL (Political,
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Economic, Social, Technological, Environmental, Legal). Kerangka ini
membantu organisasi untuk memetakan kondisi eksternal secara
sistematis:

1. Faktor Politik

Stabilitas pemerintahan, kebijakan fiskal, regulasi perdagangan,
hingga hubungan internasional dapat berdampak langsung pada iklim
usaha. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak
investasi akan mendorong pertumbuhan sektor industri tertentu,
sementara ketidakstabilan politik dapat meningkatkan risiko usaha.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan produk domestik
bruto (PDB), inflasi, tingkat suku bunga, kurs mata uang, serta daya beli
masyarakat akan menentukan kelangsungan bisnis. Pada masa krisis
moneter Asia tahun 1997-1998, banyak perusahaan di Indonesia
mengalami kebangkrutan akibat lonjakan inflasi dan pelemahan nilai
tukar rupiah.

3. Faktor Sosial-Budaya

Perubahan demografi, nilai budaya, tingkat pendidikan, serta
gaya hidup masyarakat berimplikasi langsung pada pola konsumsi.
Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, misalnya, telah
meningkatkan permintaan terhadap produk-produk gaya hidup,
pendidikan, dan pariwisata.

4. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi digital, otomasi, dan kecerdasan buatan
memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Perusahaan
yang mampu mengadopsi teknologi dengan cepat cenderung lebih
unggul, sementara yang lamban beradaptasi berisiko kehilangan pangsa
pasar.

5. Faktor Alami
Isu perubahan iklim, ketersediaan energi, polusi, serta

kelangkaan sumber daya alam semakin penting dalam menentukan
keberlanjutan bisnis. Konsumen global kini semakin menuntut produk
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yang ramah lingkungan, sehingga perusahaan dituntut untuk
mengintegrasikan prinsip green business dalam strategi mereka.

6. Faktor Hukum

Kepastian hukum, regulasi investasi, perlindungan hak kekayaan
intelektual, serta undang-undang ketenagakerjaan menentukan stabilitas
dan iklim usaha.

C. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Perkembangan
Perusahaan

Lingkungan bisnis merupakan faktor eksternal yang secara
langsung maupun tidak langsung memengaruhi jalannya operasi sebuah
perusahaan. Dalam kerangka akademis, lingkungan bisnis sering
dipandang sebagai arena yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat
sepenuhnya dikendalikan oleh organisasi. Perusahaan hanya bisa
merespons, menyesuaikan diri, dan mengantisipasi perubahan-
perubahan yang muncul di dalamnya. Perubahan lingkungan inilah yang
sering kali menjadi faktor penentu apakah sebuah perusahaan
berkembang, bertahan, atau justru mengalami kemunduran.

Secara umum, lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi dua
kategori, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Keduanya
memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap strategi, daya saing,
serta keberlanjutan suatu organisasi. Memahami dampak dari kedua
faktor ini menjadi suatu keharusan, sebab perusahaan tidak dapat
beroperasi secara terisolasi; ia selalu berada dalam interaksi dengan
berbagai variabel eksternal yang bersifat fluktuatif.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mencakup kondisi makroekonomi dan
mikroekonomi yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal, dan
fluktuasi nilai tukar (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya meningkatkan daya
beli masyarakat, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk
memperluas pasar serta memperkenalkan produk baru. Sebaliknya,
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ketika perekonomian melemah, konsumen akan lebih selektif dalam
berbelanja, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa menurun
(Kotler & Keller, 2016). Dalam kondisi tersebut, perusahaan dituntut
menyesuaikan strategi, baik melalui efisiensi biaya, inovasi harga,
maupun diversifikasi pasar.

Inflasi juga memengaruhi biaya operasional perusahaan.
Kenaikan harga bahan baku, terutama yang bergantung pada impor,
dapat menekan margin keuntungan bila tidak diimbangi strategi efisiensi
(Mankiw, 2021). Tingkat suku bunga yang tinggi menambah beban biaya
modal, sementara suku bunga rendah memberi peluang ekspansi. Selain
itu, globalisasi ekonomi turut memperkuat persaingan internasional.
Perubahan nilai tukar mata uang, perjanjian perdagangan, serta kondisi
pasar global dapat membuka peluang sekaligus risiko bagi perusahaan
lokal.

2. Faktor Non-Ekonomi

Selain faktor ekonomi, aspek non-ekonomi juga berperan penting
dalam perkembangan perusahaan. Faktor ini mencakup aspek politik,
hukum, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan alam.

Politik dan hukum memengaruhi stabilitas iklim usaha melalui
regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, dan peraturan perpajakan
(Porter, 2008). Misalnya, kebijakan proteksi impor dapat
menguntungkan produsen lokal, tetapi menyulitkan perusahaan yang
bergantung pada bahan baku luar negeri. Stabilitas politik menciptakan
rasa aman bagi investor, sedangkan ketidakstabilan politik menimbulkan
ketidakpastian yang dapat menghambat ekspansi bisnis (Hill, 2014).

Faktor sosial dan budaya berkaitan dengan perubahan gaya
hidup, nilai, dan preferensi konsumen. Perusahaan yang mampu
membaca tren sosial, seperti meningkatnya kesadaran terhadap
kesehatan atau keberlanjutan lingkungan, dapat menyesuaikan strategi
pemasaran dan inovasi produknya (Kotler & Keller, 2016). Jika diabaikan,
produk perusahaan bisa kehilangan relevansi di mata konsumen.

Perkembangan teknologi merupakan faktor non-ekonomi yang
paling disruptif dalam dekade terakhir. Transformasi digital telah
mengubah cara perusahaan beroperasi, memasarkan produk, hingga
melayani pelanggan. Perusahaan yang cepat beradaptasi dengan
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teknologi digital lebih mampu bersaing, sedangkan yang lambat
menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar (Christensen, 1997).

Selain itu, isu lingkungan alam dan keberlanjutan semakin
menuntut perhatian. Perubahan iklim, bencana alam, dan tekanan
terhadap tanggung jawab sosial perusahaan memengaruhi citra
perusahaan di mata publik. Organisasi yang aktif mengadopsi prinsip
sustainable business cenderung memperoleh legitimasi sosial dan
loyalitas konsumen yang lebih tinggi (Elkington, 1997).

D. Urgensi Keterampilan Analitis dalam Menyikapi

Lingkungan Bisnis

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompleks,
keterampilan analitis menjadi kompetensi fundamental yang harus
dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Lingkungan bisnis tidak lagi bersifat
statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, regulasi
pemerintah, tren sosial budaya, globalisasi, serta ketidakpastian pasar.
Perubahan tersebut menciptakan suatu ekosistem bisnis yang penuh
tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, kemampuan analitis yang
kuat menjadi kunci dalam memahami fenomena, menginterpretasikan
data, serta mengambil keputusan strategis yang tepat.

Keterampilan analitis dapat dipahami sebagai kemampuan untuk
mengurai kompleksitas, mengidentifikasi inti permasalahan, serta
menyusun alternatif pemecahan masalah yang tepat melalui
pemanfaatan data dan informasi yang tersedia. Seseorang yang memiliki
keterampilan analitis mumpuni mampu melihat realitas bisnis tidak
hanya dari permukaan, melainkan juga menggali pola dan keterkaitan
yang tersembunyi di balik fenomena.

Lingkungan bisnis pada hakikatnya merupakan suatu ekosistem
yang terdiri atas faktor internal maupun eksternal. Faktor internal
mencakup aspek sumber daya manusia, struktur organisasi, serta budaya
perusahaan, sedangkan faktor eksternal mencakup variabel-variabel
seperti kondisi ekonomi, regulasi politik, perkembangan teknologi,
hingga dinamika sosial masyarakat. Interaksi antara faktor internal dan
eksternal ini menciptakan kondisi yang rumit sekaligus menantang.
Tidak jarang, perusahaan yang gagal membaca perubahan lingkungan
harus menghadapi konsekuensi berupa penurunan daya saing, hilangnya
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pangsa pasar, bahkan kebangkrutan. Sebaliknya, organisasi yang mampu
melakukan analisis secara tepat sering kali berhasil menemukan peluang
baru yang sebelumnya tidak disadari oleh pesaingnya.

Dalam praktiknya, keterampilan analitis berperan penting dalam
proses pengambilan keputusan. Di tengah derasnya arus informasi,
seorang manajer tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman
masa lalu. Informasi yang tersedia harus dipilah, ditafsirkan, dan
dihubungkan dengan konteks spesifik perusahaan. Sebagai contoh,
ketika sebuah perusahaan manufaktur menghadapi fluktuasi harga
bahan baku, keputusan untuk mengamankan pasokan melalui kontrak
jangka panjang atau diversifikasi pemasok haruslah diambil berdasarkan
analisis menyeluruh mengenai tren pasar global, kondisi ekonomi
domestik, serta proyeksi permintaan konsumen. Tanpa keterampilan
analitis yang memadai, keputusan semacam itu berpotensi salah arah dan
menimbulkan kerugian besar. keterampilan analitis juga berfungsi
sebagai alat untuk mendeteksi peluang dan ancaman yang ada di sekitar
organisasi. Perubahan teknologi digital, misalnya, dapat menjadi peluang
besar untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau konsumen lebih
luas. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menghadirkan ancaman jika
perusahaan tidak siap beradaptasi dengan model bisnis baru yang lebih
inovatif. Dengan keterampilan analitis, perusahaan dapat menilai sejauh
mana teknologi tertentu relevan untuk diadopsi, bagaimana dampaknya
terhadap biaya operasional, serta apa implikasinya bagi strategi
pemasaran. Analisis ini membantu organisasi bersikap proaktif, bukan
reaktif, dalam menghadapi perubahan lingkungan.

1. Cari defenisi General Business Environtment dari berbagai sumber
referensi, minimal 5 referensi!

2. Jelaskan tentang faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi
terhadap perkembangan bisnis!

3. Jelaskan tentang dampak faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi

terhadap perkembangan bisnis
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Pertemuan 2

Ekonomika Pembangunan dan Pembangunan
Regional

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu proses
multidimensional yang tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan
nasional semata, tetapi juga melibatkan transformasi struktural,
perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan kelembagaan
ekonomi dan sosial. Todaro & Smith (2020) menekankan bahwa
pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dalam arti
peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga perubahan
mendasar dalam pola pikir, tata nilai, serta kemampuan suatu bangsa
untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu,
pembangunan ekonomi perlu dipahami sebagai suatu rangkaian
perubahan yang terencana dan berkesinambungan, yang bertujuan
menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks sejarah, pembangunan ekonomi selalu
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik domestik maupun global.
Pembangunan ekonomi berfokus pada stabilisasi politik dan penyediaan
infrastruktur dasar. Pada tahap ini, pembangunan lebih diarahkan pada
penciptaan fondasi pertumbuhan melalui pembangunan sektor primer,
seperti pertanian dan perkebunan, yang menjadi penopang kehidupan
masyarakat luas. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus pembangunan
bergeser menuju industrialisasi, diversifikasi ekonomi, dan integrasi
dengan pasar global. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembangunan
ekonomi bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh interaksi antara faktor
internal dan eksternal.

Pembangunan ekonomi juga memiliki dimensi sosial yang tidak
dapat diabaikan. Peningkatan pendapatan nasional tidak serta-merta
menjamin peningkatan kesejahteraan apabila distribusinya tidak merata.
Suatu negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun
apabila ketimpangan pendapatan meningkat, maka hasil pembangunan
tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Hal
ini sesuai dengan argumen Sen (1999) yang menekankan bahwa
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pembangunan harus dilihat dari perspektif perluasan kapabilitas
manusia. Artinya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya
diukur dari angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana individu dalam
masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan
kesempatan kerja yang layak.

Selain itu, pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan aspek
kelembagaan. Negara-negara yang berhasil mencapai pembangunan
yang berkelanjutan umumnya memiliki tata kelola pemerintahan yang
efektif, sistem hukum yang adil, serta kebijakan publik yang konsisten.
North (1990) menegaskan bahwa institusi yang kuat menjadi prasyarat
penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena melalui
institusi tersebut dapat diciptakan stabilitas politik, kepastian hukum,
dan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks Indonesia, upaya
memperkuat institusi terlihat dalam reformasi birokrasi, peningkatan
transparansi, serta Kkebijakan desentralisasi yang bertujuan
mendekatkan pengambilan keputusan dengan kebutuhan masyarakat di
daerah.

Di era globalisasi, pembangunan ekonomi tidak lagi dapat
dipandang sebagai isu domestik semata. Arus perdagangan internasional,
investasi asing, serta perkembangan teknologi digital telah menciptakan
keterkaitan yang semakin erat antara perekonomian suatu negara
dengan perekonomian global. Hal ini membawa peluang sekaligus
tantangan. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi membuka akses terhadap
pasar internasional, transfer teknologi, dan sumber daya modal. Namun,
di sisi lain, keterbukaan tersebut juga membuat perekonomian lebih
rentan terhadap gejolak eksternal, seperti krisis finansial global atau
fluktuasi harga komoditas. Oleh sebab itu, strategi pembangunan
ekonomi modern harus mampu mengintegrasikan aspek daya saing
global sekaligus ketahanan ekonomi domestik.

Pembangunan ekonomi juga sangat terkait dengan isu
keberlanjutan. Paradigma pembangunan tradisional yang hanya
menekankan pada pertumbuhan sering kali mengabaikan aspek
lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan,
degradasi ekosistem, dan pencemaran lingkungan menjadi konsekuensi
dari orientasi pembangunan yang semata-mata berorientasi pada output
ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) menjadi konsep yang semakin relevan. Konsep ini
menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,
keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian,
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pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka
pendek, melainkan juga harus memperhatikan keberlangsungan sumber
daya bagi generasi mendatang (WCED, 1987).

Dalam konteks bisnis, pembangunan ekonomi memainkan peran
sentral dalam menentukan iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi yang
stabil menciptakan permintaan pasar yang lebih besar, peluang investasi
yang lebih luas, serta mendorong inovasi. Sebaliknya, stagnasi
pembangunan dapat menurunkan kepercayaan investor, mempersempit
lapangan kerja, dan memperburuk ketidakpastian bisnis. Oleh karena itu,
pelaku usaha dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif
mengenai arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun
global, agar dapat merumuskan strategi bisnis yang adaptif.

Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi merupakan
fenomena kompleks yang melibatkan berbagai dimensi: ekonomi, sosial,
politik, kelembagaan, hingga lingkungan. Proses ini tidak bersifat instan,
melainkan memerlukan perencanaan, komitmen, serta partisipasi dari
seluruh aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.
Dengan  mengintegrasikan aspek pertumbuhan, pemerataan,
keberlanjutan, dan daya saing global, pembangunan ekonomi dapat
menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan
bersama.

B. Pembangunan Regional

Pembangunan regional merupakan salah satu aspek penting
dalam kajian pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada
pemerataan dan pengembangan wilayah. Secara konseptual,
pembangunan regional dapat diartikan sebagai proses perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu, dengan
memperhatikan potensi, karakteristik, dan permasalahan khas yang
dimiliki oleh wilayah tersebut. Menurut Richardson (1978),
pembangunan regional bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
antarwilayah, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta
menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dalam skala
nasional.
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Di Indonesia, isu pembangunan regional sangat relevan
mengingat kondisi geografis negara yang berbentuk kepulauan, dengan
luas wilayah dan keberagaman yang tinggi. Perbedaan akses
infrastruktur, tingkat pendidikan, kualitas tenaga kerja, dan struktur
ekonomi antarwilayah menyebabkan adanya disparitas pembangunan.
Jawa, misalnya, selama beberapa dekade menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi nasional, sementara wilayah luar Jawa, seperti Maluku dan
Papua, cenderung tertinggal. Ketimpangan ini memunculkan urgensi
pembangunan regional sebagai strategi untuk mencapai keadilan sosial
dan kesejahteraan yang merata.

Pembangunan regional tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi,
tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya. Dari perspektif
ekonomi, pembangunan regional menekankan pada optimalisasi potensi
sektor unggulan di tiap wilayah, misalnya sektor pertanian di Jawa
Tengah, perikanan di Sulawesi, atau pertambangan di Kalimantan. Dari
sisi sosial, pembangunan regional mencakup peningkatan kualitas hidup
masyarakat lokal melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan
lapangan kerja yang layak. Sedangkan dari perspektif politik,
pembangunan regional berkaitan erat dengan kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan
kebutuhan lokal.

Salah satu indikator penting dalam pembangunan regional adalah
tingkat pemerataan pembangunan antarwilayah. Todaro & Smith (2020)
menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di satu
wilayah akan menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang, seperti
urbanisasi berlebihan, kesenjangan pendapatan, dan ketidakstabilan
sosial. Oleh karena itu, pembangunan regional menekankan pada strategi
redistribusi  pertumbuhan melalui pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan baru, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah
tertinggal, serta peningkatan integrasi antarwilayah.

Strategi pembangunan regional dapat dilakukan melalui
beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan sektoral, yaitu
mengembangkan sektor-sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi
suatu daerah. Misalnya, pengembangan kawasan industri di Jawa Barat,
pariwisata di Bali, atau perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Kedua,
pendekatan spasial, yang menitikberatkan pada pembangunan wilayah
secara fisik, seperti pembangunan jaringan transportasi, kawasan
ekonomi khusus (KEK), dan pusat logistik regional. Ketiga, pendekatan
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kelembagaan, yakni memperkuat kapasitas pemerintah daerah,
memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan.

Dalam praktiknya, pembangunan regional juga dipengaruhi oleh
faktor eksternal, seperti investasi asing, perdagangan internasional, dan
perkembangan teknologi. Kehadiran investor global dalam
pengembangan kawasan industri, misalnya, tidak hanya meningkatkan
kapasitas produksi daerah, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan
penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, tanpa regulasi yang tepat,
investasi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan baru, misalnya
dominasi investor asing atas sumber daya lokal. Oleh karena itu, peran
pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam mengatur agar
pembangunan regional tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan
keberlanjutan.

C. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan merupakan instrumen utama yang
digunakan oleh pemerintah dalam mengarahkan proses pembangunan
ekonomi dan sosial suatu negara. Secara konseptual, kebijakan
pembangunan dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan, strategi,
dan program yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan, baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan tersebut umumnya
mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan
kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, serta penciptaan stabilitas sosial dan politik.
Dengan kata lain, kebijakan pembangunan berfungsi sebagai pedoman
bagi negara dalam mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat
menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Menurut Todaro & Smith (2020), kebijakan pembangunan tidak
hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga
untuk menciptakan transformasi struktural dalam perekonomian,
termasuk peralihan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan
tersier, modernisasi teknologi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak dapat dipahami hanya
sebagai upaya ekonomi semata, melainkan sebagai proses
multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan
lingkungan.
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Kebijakan pembangunan mencakup berbagai dimensi yang saling
terkait. Pertama, dimensi ekonomi, yaitu kebijakan yang mendorong
pertumbuhan melalui investasi, industrialisasi, perdagangan, dan
penciptaan lapangan kerja. Kedua, dimensi sosial, yang menitikberatkan
pada pemerataan pembangunan, akses pendidikan, kesehatan, dan
pengentasan kemiskinan. Ketiga, dimensi politik, yang melibatkan
penciptaan stabilitas politik, penegakan hukum, dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Keempat, dimensi
lingkungan, yang memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan
memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian ekosistem.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan
pembangunan perlu memperhatikan keempat dimensi ini agar tujuan
pembangunan yang  berkelanjutan dapat tercapai. Tanpa
memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan, pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja berisiko menciptakan
ketimpangan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, paradigma
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi dasar
penting dalam kebijakan pembangunan kontemporer.

D. Instrumen Kebijakan Pembangunan

Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan dijalankan
melalui beragam instrumen, di antaranya:

1. Kebijakan Fiskal

Pemerintah menggunakan instrumen fiskal, seperti pengeluaran
negara dan perpajakan, untuk mendanai pembangunan infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, serta subsidi bagi kelompok rentan. Kebijakan
fiskal juga berperan dalam redistribusi pendapatan melalui program
bantuan sosial.
2. Kebijakan Moneter

Bank sentral menjalankan kebijakan moneter dengan mengatur
jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi
menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan dengan
menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil bagi investasi dan
perdagangan.
3. Kebijakan Industri dan Sektoral

Melalui kebijakan industrialisasi, pemerintah mendorong
pengembangan sektor-sektor strategis yang dapat menjadi penggerak
pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sektor manufaktur, energi, dan
pariwisata. Kebijakan sektoral bertujuan memperkuat keunggulan
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komparatif daerah melalui pengembangan sektor unggulan di masing-
masing wilayah.
4. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial mencakup program pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi
kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang produktif serta
inklusif.
5. Kebijakan Lingkungan

Dalam era modern, Kkebijakan pembangunan juga harus
memperhatikan aspek lingkungan. Regulasi mengenai pengendalian
polusi, konservasi sumber daya alam, serta transisi energi bersih
merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan yang
berorientasi pada keberlanjutan.

E. Globalisasi dan Dampaknya

Globalisasi memberikan peluang besar bagi pembangunan
ekonomi regional, terutama melalui peningkatan perdagangan
internasional, arus investasi asing, serta transfer teknologi. Fitri et al.
(2025) menemukan bahwa globalisasi telah mempercepat transformasi
ekonomi regional di Indonesia dengan mendorong integrasi pasar serta
pergeseran tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern.

Namun, globalisasi juga membawa risiko serius seperti
ketimpangan antarwilayah, kerentanan terhadap gejolak pasar global,
dan persaingan yang semakin ketat. Globalisasi dapat melemahkan
ekonomi lokal jika tidak diimbangi dengan kebijakan proteksi,
pemberdayaan UMKM, serta penguatan kapasitas daerah.

F. Tantangan dan Peluang

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan regional, tantangan
utama meliputi kesenjangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas
kelembagaan daerah, serta keterpaparan terhadap perubahan global.
Sjafrizal (2014) menekankan bahwa tanpa kebijakan yang tepat,
pembangunan hanya akan terpusat di daerah tertentu, sehingga
memperlebar jurang ketidakmerataan.

Di sisi lain, peluang besar dapat dimanfaatkan melalui digitalisasi
ekonomi, pengembangan infrastruktur, serta diversifikasi sektor
unggulan. Penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS),
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misalnya, memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan
pembangunan berbasis data spasial yang lebih akurat dan responsif
(Pardede & Warnars, 2010). Dengan demikian, pembangunan ekonomi
dan regional memerlukan pendekatan integratif yang mampu mengelola
tantangan global sekaligus mengoptimalkan peluang lokal, agar tercapai
pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

1. Jelaskan tentang Pembangunan ekonomi dan Pembangunan
regional dari berbagai sumber referensi, minimal 5 referensil!

2. Jelaskan tentang kebijakan Pembangunan di Indonesia!

3. Jelaskan tentang globalisasi dan dampaknya bagi perkembangan
bisnis dan masyarakat sekitar

4. Jelaskan  tantangan dan peluang di era globalisasi bagi

perkembangan suatu bisnis!
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Pertemuan 3
Kebijakan Moneter dan Fiskal

A. Konsep Push and Pull

Kebijakan moneter dan fiskal sering kali digambarkan melalui
kerangka push and pull yang menunjukkan interaksi antara keduanya
dalam mendorong (push) dan menahan atau menyeimbangkan (pull)
aktivitas ekonomi. Menurut Blanchard (2017), kebijakan fiskal berfungsi
sebagai push factor karena mampu meningkatkan permintaan agregat
melalui belanja pemerintah dan stimulus fiskal, sedangkan kebijakan
moneter berperan sebagai pull factor untuk menjaga stabilitas harga,
mengendalikan inflasi, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan
ekonomi.

Sebagai contoh, ketika perekonomian mengalami resesi,
kebijakan fiskal ekspansif dapat menjadi dorongan utama (push) bagi
pemulihan melalui peningkatan belanja publik, sementara kebijakan
moneter longgar melalui penurunan suku bunga bertindak sebagai pull
yang mendorong investasi swasta (Mankiw, 2019). Dengan demikian,
kerangka push and pull membantu menjelaskan peran saling melengkapi
antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga keseimbangan
makroekonomi.

B. Ekonomi Moneter

Menurut Nopirin (1998) Ekonomi moneter merupakan cabang
ilmu ekonomi yang mempelajari peran, fungsi, dan dampak uang dalam
kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi mencakup segala
aktivitas yang mempengaruhi faktor-faktor seperti tingkat
pengangguran, produksi, harga, serta hubungan perdagangan dan
pembayaran internasional.

Menurut Widina (2017) ekonomi moneter merupakan salah satu
instrumen vital dalam perekonomian modern. Masalah-masalah yang
terkait dengan uang, lembaga keuangan, kredit, serta mekanisme yang
melibatkan sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi
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suatu negara memengaruhi proses produksi dan distribusi hasil kepada
masyarakat. Tujuan utama dari ekonomi moneter adalah untuk mencapai
stabilitas ekonomi, yang dapat diukur melalui terciptanya peluang kerja.
Dengan meningkatnya kesempatan kerja, produksi dapat ditingkatkan,
yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat
pengangguran.

C. Kebijakan Moneter

Menurut Warjiyo (2003) Kebijakan moneter adalah kebijakan
yang diambil oleh otoritas moneter atau bank sentral dengan cara
mengendalikan jumlah wuang beredar wuntuk mencapai tujuan
perkembangan ekonomi yang diinginkan. Dalam praktiknya, tujuan
tersebut mencakup tercapainya stabilitas ekonomi makro, yang terlihat
dari kestabilan harga (rendahnya inflasi), peningkatan pertumbuhan
ekonomi (outputriil), dan tersedianya cukup banyak lapangan pekerjaan.
Kebijakan moneter berfungsi untuk mencapai struktur Tingkat suku
bunga yang optimal, menemukan keseimbangan yang tepat antara
permintaan dan penawaran uang, serta mendukung perekonomian yang
sedang berkembang dengan mencegah terjadinya ketidakseimbangan
yang tidak diinginkan.

Menurut Mankiw (2006:209-211) kebijakan moneter dapat
dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain:

1. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka (open market operation) adalah alat
kebijakan yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat
berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Berharga
Pasar Uang (SBPU). Keputusan untuk membeli atau menjual surat
berharga tersebut diambil oleh bank sentral berdasarkan kondisi
perekonomian yang sedang terjadi. Jika jumlah uang beredar meningkat,
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Sebaliknya, ketika terjadi overemployment, bank sentral akan menjual
surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, yang akan
menyebabkan penurunan tabungan giral masyarakat serta cadangan
bank-bank umum.
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2. Suku Bunga Diskonto

Bank umum membutuhkan kepercayaan dari masyarakat
untuk dapat menjalankan aktivitasnya dan berkembang. Tanpa adanya
kepercayaan tersebut, bank umum akan kesulitan untuk tumbubh.
Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah
dengan memastikan bahwa bank dapat menyediakan dana yang dapat
ditarik oleh nasabah. Jika bank umum mengalami kekurangan dana,
mereka bisa meminjam dana dari bank sentral. Dalam memberikan
pinjaman tersebut, bank sentral menetapkan tingkat bunga diskonto
yang berlaku. Tingkat diskonto ini menjadi salah satu alat bagi bank
sentral untuk mengendalikan perekonomian. Ketika perekonomian
menurun, bank sentral cenderung menurunkan tingkat diskonto, yang
dapat mendorong bank umum untuk meminjam lebih banyak dana
karena beban bunga menjadi lebih rendah. Sebaliknya, ketika
perekonomian mengalami overemployment, bank sentral akan
meningkatkan tingkat diskonto. Kenaikan tingkat diskonto ini akan
mengurangi insentif bagi bank umum untuk meminjam dana lebih
banyak dari bank sentral.

3. Tingkat Cadangan Wajib

Kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank umum dapat
mengurangi efektivitas instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat
diskonto. Untuk mengatasi masalah ini, bank sentral dapat
memberlakukan kewajiban bagi bank-bank umum untuk
meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus disetorkan ke
bank sentral. Dengan cara ini, kelebihan cadangan yang dimiliki oleh
bank umum dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Setelah itu,
instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto akan lebih
efektif dalam fungsinya. Dalam kondisi perekonomian yang menurun,
bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib,
sedangkan dalam situasi overemployment, bank sentral akan
menaikkan persentase cadangan wajib yang harus disetorkan oleh
bank-bank umum.

D. Kebijakan Fiskal

Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan
negara yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh
pemerintahan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai
pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan
pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan
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perekonomian serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan
dalam perekonomian, sedangkan untuk Kkebijakan fiskal sendiri
adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara.
Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi
ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris
John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa peningkatan atau
penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran
mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui
sistem ekonomi suatu negara.

Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur oleh
beberapa faktor, salah satunya termasuk produk domestik bruto
(PDB), yang merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh
suatu negara dalam setahun. Faktor lainnya adalah permintaan
agregat, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh
suatu negara yang dibeli pada titik harga tertentu.

1. Tujuan Kebijakan Fiskal
Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan
program agar menjaga setiap warganya tetap dalam keadaan ekonomi
yang baik. Kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil
pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam
pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat biasanya
bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan
ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi dan harga yang stabil.
<> Pertumbuhan Ekonomi

Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah
salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh
dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung
mendapatkan lebih banyak pendapatan. Tentunya ini juga
meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Mengurangi
pajak adalah cara pemerintah dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui kebijakan fiskal. Ketika pajak lebih rendah,
konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang
cenderung meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis, yang
mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang
lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
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< Pekerjaan

Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum
lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerja cenderung
memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan
pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi.
<> Stabilitas Ekonomi

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi
dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi
negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global, atau
“booming,” diikuti oleh perlambatan ekonomi, atau “busts.”
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi
risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak.
Hal ini untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang dapat
menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti inflasi tinggi dengan
meningkatkan pajak dan pemangkasan pengeluaran. Intinya,
pemerintah dapat mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk
mencapai tren pertumbuhan ekonomi konstan yang lebih stabil.

2. Jenis Kebijakan Fiskal
Ada dua jenis utama kebijakan fiskal: ekspansif dan kontraktif.
Berikut adalah penjelasannya :

++ Kebijakan fiskal ekspansif, dirancang untuk merangsang ekonomi,
paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat
pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya.
Kebijakan Ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih
banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya.
Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di
tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak
dan merangsang ekonomi.

+» Kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat

pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat.

Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal

kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran.

E. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk
mencapai tujuan makroekonomi, seperti pertumbuhan yang
berkelanjutan, pengendalian inflasi, serta stabilitas sistem keuangan.
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Menurut International Monetary Fund (IMF, 2020), sinergi antara
bank sentral dan otoritas fiskal dapat meningkatkan efektivitas
kebijakan dalam menghadapi guncangan eksternal, misalnya krisis
keuangan global atau pandemi.

Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan dengan memastikan
bahwa kebijakan fiskal ekspansif tidak menimbulkan beban inflasi
berlebih yang menyulitkan bank sentral, sementara kebijakan
moneter tidak terlalu ketat hingga melemahkan stimulus fiskal. Di
Indonesia, misalnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan
Kementerian Keuangan diwujudkan dalam Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) yang berfungsi menjaga stabilitas makroekonomi
dan sistem keuangan secara terintegrasi (Bank Indonesia, 2021).

F. Tantangan dalam Menyelaraskan Kebijakan Moneter
dan Fiskal

Meskipun koordinasi kebijakan sangat diharapkan, terdapat
berbagai tantangan dalam menyelaraskan kebijakan moneter dan
fiskal. Pertama, adanya perbedaan tujuan jangka pendek dan jangka
panjang. Pemerintah sering kali lebih fokus pada pertumbuhan
ekonomi dan Kkesejahteraan masyarakat melalui belanja fiskal,
sedangkan bank sentral berfokus pada stabilitas harga dan
pengendalian inflasi (Taylor, 2019).

Kedua, keterbatasan fiskal akibat tingginya beban utang dapat
mengurangi ruang bagi pemerintah untuk melakukan stimulus,
sementara di sisi lain kebijakan moneter longgar dapat kehilangan
efektivitasnya jika tidak didukung kebijakan fiskal yang sehat (IMF,
2020). Ketiga, dinamika politik dan siklus elektoral sering kali
memengaruhi kebijakan fiskal, sehingga menyulitkan tercapainya
konsistensi dengan kebijakan moneter (Alesina & Tabellini, 2005).

G. Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap
Lingkungan Bisnis

Kebijakan moneter dan fiskal memiliki pengaruh langsung
maupun tidak langsung terhadap lingkungan bisnis. Keduanya
membentuk kerangka makroekonomi yang menentukan iklim usaha,
stabilitas pasar, dan daya saing perusahaan.
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1. Dampak Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank sentral
memengaruhi dunia usaha terutama melalui suku bunga, inflasi, dan
nilai tukar. Menurut Mishkin (2019), penurunan suku bunga dapat
meningkatkan akses kredit sehingga mendorong ekspansi bisnis,
sedangkan kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman dan
menurunkan minat investasi.

Selain itu, stabilitas inflasi memberikan kepastian dalam
perencanaan usaha. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli
konsumen, sementara inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian harga
input dan output (Blanchard, 2017). Stabilitas nilai tukar juga menjadi
faktor penting, khususnya bagi perusahaan yang terlibat dalam
ekspor-impor. Fluktuasi kurs yang tajam menimbulkan risiko pada
biaya produksi dan penerimaan penjualan internasional.

2. Dampak Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memengaruhi dunia wusaha melalui
mekanisme belanja publik dan perpajakan. Menurut Mankiw (2019),
belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan menciptakan permintaan agregat serta meningkatkan
produktivitas, yang pada gilirannya memperluas peluang usaha.

Di sisi lain, kebijakan perpajakan dapat menimbulkan insentif
maupun hambatan. Keringanan pajak mendorong investasi dan
inovasi, sementara tarif pajak yang tinggi tanpa kompensasi
berpotensi melemahkan daya saing perusahaan.

Studi Kasus: Koordinasi Kebijakan Moneter dan

Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 menjadi masalah
serius bagi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Dampak
pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi, penurunan konsumsi
rumah tangga, serta tekanan besar pada sektor bisnis dan keuangan.
Dalam situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan
koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan
mendukung pemulihan.

1. Kebijakan Moneter
Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI-7DRR
hingga level terendah 3,5% (2021), menyediakan likuiditas
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perbankan melalui quantitative easing, serta melakukan stabilisasi
nilai tukar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga membeli Surat
Berharga Negara (SBN) untuk membantu pembiayaan APBN sekaligus
menjaga stabilitas pasar keuangan (Bank Indonesia, 2021).

2. Kebijakan Fiskal
Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 695
triliun pada tahun 2020. Belanja fiskal diarahkan untuk:
subsidi gaji bagi pekerja,
bantuan sosial tunai,
dukungan modal bagi UMKM,
serta insentif pajak bagi dunia usaha.

Langkah ini merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang
bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga
kelangsungan usaha (Kementerian Keuangan RI, 2020).

1. Jelaskan definisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari
berbagai sumber referensi, minimal 5 referensi!

2. Jelaskan strategi push and pull pada kebijakan moneter
beserta contohnya!

3. Jelaskan tantangan-tantangan dalam menyelaraskan kebijakan

moneter dan fiskall Dan analisis dampaknya terhadap
perkembangan bisnis!
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Pertemuan 4

Kebijakan Industri dan Sektoral

A. Konsep Kebijakan Industri dan Sektoral

Kebijakan industri dan sektoral merupakan salah satu instrumen
penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan
untuk mengarahkan, mengatur, dan memperkuat struktur perekonomian
nasional. Secara umum, kebijakan ini dapat dipahami sebagai
serangkaian strategi, regulasi, dan program pemerintah yang dirancang
untuk mendorong perkembangan sektor-sektor tertentu dalam
perekonomian, terutama sektor industri yang dianggap strategis bagi
pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing nasional.

Menurut Lin (2012), kebijakan industri merupakan intervensi
pemerintah dalam perekonomian untuk mendorong transformasi
struktural dari sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor-
sektor berproduktivitas tinggi, seperti manufaktur dan teknologi. Dengan
demikian, kebijakan industri tidak hanya berfungsi sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan
diversifikasi ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga Kkerja, dan
mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer.

1. Landasan Teoritis Kebijakan Industri

Dalam literatur ekonomi pembangunan, terdapat dua pendekatan
utama dalam memahami kebijakan industri, yaitu kebijakan industri
horizontal dan kebijakan industri vertikal.

R/

<~ Kebijakan Industri Horizontal

Kebijakan ini bersifat umum dan tidak ditujukan pada sektor
tertentu. Contohnya adalah kebijakan peningkatan infrastruktur,
pembangunan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta
penguatan kerangka hukum dan institusi. Tujuannya adalah menciptakan
iklim usaha yang kondusif bagi semua sektor sehingga setiap industri
memiliki kesempatan berkembang secara optimal.
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<> Kebijakan Industri Vertikal

Berbeda dengan pendekatan horizontal, kebijakan vertikal secara
spesifik menargetkan sektor atau industri tertentu yang dianggap
strategis atau memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, pengembangan
industri otomotif, tekstil, elektronik, atau energi terbarukan. Pemerintah
memberikan dukungan khusus melalui subsidi, insentif pajak,
perlindungan tarif, atau kemudahan akses pembiayaan.

B. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam Konteks
Industri

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama
dalam menilai keberhasilan kebijakan industri. Dalam konteks ini,
pertumbuhan dapat dilihat melalui kontribusi sektor industri terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta
peningkatan ekspor barang manufaktur. Menurut Todaro & Smith
(2020), industrialisasi yang terencana dan berkelanjutan merupakan
motor utama pertumbuhan ekonomi modern karena sektor industri
memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi terhadap sektor
lain, seperti jasa, transportasi, dan pertanian.

Di Indonesia, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih
menempati posisi penting, meskipun dalam beberapa tahun terakhir
terjadi tren penurunan share industri manufaktur terhadap PDB. Hal ini
menandakan adanya kebutuhan wuntuk memperkuat strategi
reindustrialisasi melalui program-program seperti Making Indonesia 4.0,
yang berfokus pada pengembangan industri prioritas seperti makanan
dan minuman, otomotif, tekstil, elektronik, serta kimia (Kementerian
Perindustrian RI, 2021).

Indikator lainnya adalah peningkatan investasi asing langsung
(foreign direct investment/FDI), yang mencerminkan daya tarik sektor
industri suatu negara. Negara dengan iklim bisnis kondusif, regulasi yang
jelas, serta infrastruktur memadai cenderung lebih berhasil dalam
menarik FDI, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

C. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi

Produktivitas dan efisiensi merupakan kunci dalam memperkuat
kinerja industri. Menurut Krugman (1994), dalam jangka panjang,
pertumbuhan produktivitas lebih penting daripada akumulasi modal
karena produktivitas menentukan kemampuan negara untuk
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meningkatkan standar hidup masyarakat. Peningkatan produktivitas
dapat dicapai melalui adopsi teknologi modern, investasi dalam penelitian
dan pengembangan (research and development/R&D), serta peningkatan
keterampilan tenaga kerja.

Efisiensi dalam konteks industri berkaitan dengan kemampuan
memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output
yang maksimal. Penerapan teknologi digital dan otomatisasi dalam era
Revolusi Industri 4.0 memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi
proses produksi, menekan biaya, serta memperbaiki kualitas produk.
Namun, peningkatan efisiensi juga menuntut adanya restrukturisasi
organisasi dan pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengetahuan
(knowledge-based economy).

Indonesia  menghadapi  tantangan dalam  peningkatan
produktivitas, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) yang masih mendominasi struktur ekonomi. Meskipun jumlah
UMKM besar, kontribusi produktivitasnya relatif kecil dibandingkan
perusahaan besar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendukung
digitalisasi UMKM, akses pembiayaan, serta integrasi dengan rantai pasok
global menjadi strategi penting untuk mendorong efisiensi dan
produktivitas nasional (World Bank, 2019).

D. Peningkatan Daya Saing Global

Daya saing global suatu industri ditentukan oleh kemampuan
untuk menghasilkan produk yang berkualitas, berbiaya kompetitif, serta
mampu memenuhi standar internasional. Menurut Porter (1990) dalam
konsep Diamond Model of National Advantage, daya saing industri
dipengaruhi oleh empat faktor utama: kondisi faktor produksi, kondisi
permintaan domestik, industri terkait dan pendukung, serta strategi,
struktur, dan rivalitas perusahaan.

Dalam era globalisasi, daya saing tidak hanya ditentukan oleh
faktor biaya, tetapi juga oleh inovasi, kualitas produk, keberlanjutan, serta
kecepatan adaptasi terhadap perubahan pasar. Negara-negara maju telah
menggeser fokus daya saing ke arah teknologi hijau (green technology),
digitalisasi, dan ekonomi berbasis inovasi. Oleh karena itu, industri
nasional yang ingin bertahan dan berkembang di pasar internasional harus
mengadopsi standar keberlanjutan, memanfaatkan teknologi digital, serta
meningkatkan kemampuan inovasi.
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Indonesia memiliki potensi besar dalam peningkatan daya saing
global, terutama melalui pengembangan industri hilirisasi sumber daya
alam, digitalisasi ekonomi, serta penguatan sektor pariwisata dan kreatif.
Namun, hambatan berupa birokrasi, kualitas infrastruktur, dan
keterbatasan riset masih menjadi tantangan utama. OECD (2020)
menekankan bahwa peningkatan daya saing suatu negara sangat
bergantung pada keberhasilan dalam membangun ekosistem inovasi
yang didukung oleh kebijakan industri progresif, regulasi yang
transparan, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi.

E. Studi Kasus: Kebijakan Industri dan Sektoral di
Indonesia

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan program
"Making Indonesia 4.0, yang merupakan upaya strategis untuk
mengakselerasi transformasi digital di sektor industri. Kebijakan ini
bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global
melalui adopsi teknologi canggih, seperti otomasi, kecerdasan buatan,
dan Internet of Things (I0T). Dengan populasi yang besar dan pasar yang
berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu
kekuatan industri di Asia Tenggara.

1. Kelebihan Kebijakan

Kelebihan dari kebijakan ini antara lain terletak pada potensinya
dalam mendorong peningkatan daya saing global melalui efisiensi
produksi, peningkatan kualitas produk, dan percepatan inovasi. Selain
itu, fokus pada lima sektor prioritas yakni makanan dan minuman,
otomotif, tekstil dan pakaian, elektronik, serta kimia memberikan
peluang bagi diversifikasi ekonomi  sekaligus  mengurangi
ketergantungan pada komoditas mentah. Program ini juga mampu
menciptakan peluang kerja baru di bidang teknologi, riset, dan ekonomi
kreatif, serta menarik investasi asing yang lebih besar ke sektor
manufaktur modern. Di samping itu, Making Indonesia 4.0 berpotensi
memperkuat hilirisasi sumber daya alam, sehingga mampu
meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia.

2. Kelemahan Kebijakan

Implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah kelemahan dan
tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan teknologi, terutama di
kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih terbatas
dalam hal modal, literasi digital, serta akses infrastruktur. Infrastruktur
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digital yang belum merata, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi,
juga menjadi penghambat utama dalam adopsi teknologi. Selain itu,
kualitas tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan agar selaras
dengan kebutuhan industri berbasis teknologi, karena kesenjangan
keterampilan dapat menimbulkan masalah skills mismatch (World Bank,
2019). Kelemahan lain terletak pada minimnya investasi riset dan
pengembangan (R&D), yang menyebabkan inovasi dalam negeri berjalan
lambat, serta tingginya ketergantungan pada teknologi asing, baik dalam
bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak.

1. Jelaskan definisi kebijakan industri dan sektoral dari berbagai
sumber referensi, minimal 5 referensi!

2. Jelaskan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dalam
konteks industri!

3. Jelaskan bagaimana meningkatkan daya saing global pada
industri dan sektoral!

4. Jelaskan dampak kebijakan industry dan sectoral terhadap

perkembangan bisnis!
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Pertemuan 5

Lingkungan Demografi

A. Konsep Lingkungan Demografi

Lingkungan demografi merupakan salah satu faktor penting yang
memengaruhi dinamika bisnis dan pembangunan ekonomi. Demografi
mencakup berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, struktur umur,
tingkat kelahiran, mortalitas, urbanisasi, migrasi, serta distribusi
geografis penduduk. Menurut Todaro dan Smith (2020), perubahan
demografi dapat menjadi kekuatan pendorong maupun penghambat
pembangunan karena secara langsung berpengaruh terhadap
ketersediaan tenaga kerja, pola konsumsi, dan kebutuhan sosial-
ekonomi. Dengan demikian, pemahaman mengenai kondisi demografi
menjadi krusial bagi pemerintah maupun sektor bisnis dalam
merumuskan strategi pembangunan dan perencanaan pasar.

B. Kebijakan Demografi yang Efektif

Kebijakan demografi yang efektif merupakan instrumen penting
bagi pemerintah dalam mengelola dinamika pertumbuhan dan struktur
penduduk. Tujuan utama kebijakan ini adalah menyeimbangkan antara
pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan nasional, sehingga
tercipta masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
Menurut United Nations Population Fund (2021), kebijakan demografi
yang ideal harus berfokus pada tiga aspek utama, yakni pengendalian laju
pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan pemerataan distribusi penduduk melalui pembangunan wilayah.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan demografi diwujudkan
melalui berbagai program, antara lain program Keluarga Berencana (KB)
untuk mengendalikan tingkat kelahiran, investasi dalam pendidikan dan
kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
pembangunan infrastruktur di daerah untuk mengurangi kesenjangan
antarwilayah. Upaya ini tidak hanya bertujuan menciptakan
keseimbangan jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia,
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tetapi juga memastikan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi untuk Menan an Demografi

Tantangan demografi di Indonesia, seperti tingginya angka
kelahiran di beberapa wilayah, meningkatnya jumlah penduduk usia
lanjut, serta pesatnya urbanisasi, memerlukan strategi kebijakan yang
terintegrasi. Pertama, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan
keterampilan kerja agar penduduk usia produktif memiliki daya saing
dalam pasar tenaga kerja global. Kedua, perlu adanya sistem jaminan
sosial dan kesehatan yang inklusif untuk mengantisipasi meningkatnya
jumlah lansia. Ketiga, pembangunan infrastruktur harus diperluas ke
wilayah luar Jawa guna mengurangi ketimpangan migrasi dan urbanisasi.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan
sektor swasta dalam menyediakan lapangan kerja berbasis teknologi dan
inovasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Bloom et al. (2015) yang
menekankan bahwa keberhasilan suatu negara dalam mengelola
demografi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah
pertumbuhan penduduk menjadi modal produktif melalui penciptaan
lapangan kerja dan pengembangan keterampilan.

D. Dampak Lingkungan Demografi terhadap Lingkungan
Bisnis

Lingkungan demografi memberikan pengaruh langsung terhadap
strategi bisnis dan dinamika pasar. Pertumbuhan jumlah penduduk usia
muda menciptakan permintaan tinggi terhadap produk digital, hiburan,
transportasi, serta pendidikan. Sementara itu, peningkatan jumlah
penduduk usia lanjut membuka peluang bagi pengembangan industri
kesehatan, farmasi, perawatan lansia, serta asuransi jiwa. Urbanisasi
memperluas pasar perkotaan yang mendorong pertumbuhan sektor
properti, ritel modern, dan transportasi publik.

Namun, jika dinamika demografi tidak dikelola dengan baik,
dampaknya bisa menimbulkan tekanan pada dunia usaha. Misalnya,
tingginya angka pengangguran akibat skills mismatch akan menurunkan
daya beli masyarakat, sehingga memengaruhi stabilitas pasar. Demografi
yang tidak terkendali juga dapat meningkatkan biaya sosial, seperti
kesehatan dan jaminan sosial, yang pada akhirnya membebani anggaran
pemerintah dan menciptakan ketidakpastian dalam iklim bisnis.
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E. Studi Kasus: Bonus Demografi

Indonesia saat ini tengah menghadapi periode bonus demografi
yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2035, di mana jumlah
penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total
populasi (Bappenas, 2020). Kondisi ini memberikan peluang besar untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas
tenaga Kkerja. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai rata-
rata 6-7% per tahun (McKinsey Global Institute, 2019).

Tingginya proporsi penduduk usia produktif berimplikasi
terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa. Generasi muda
sebagai kelompok konsumen utama cenderung adaptif terhadap inovasi,
teknologi digital, dan gaya hidup modern. Hal ini menciptakan peluang
bagi berkembangnya industri berbasis teknologi, e-commerce, keuangan
digital, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Dengan demikian, bonus
demografi dapat menjadi katalisator pertumbuhan pasar domestik yang
lebih dinamis dan berorientasi pada kebutuhan generasi produktif
(McKinsey Global Institute, 2019).

Namun, bonus demografi juga menimbulkan tantangan yang
cukup kompleks bagi lingkungan bisnis. Apabila pertumbuhan tenaga
kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas,
maka akan terjadi peningkatan pengangguran dan underemployment,
yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini dapat
menekan tingkat permintaan dan melemahkan pasar domestik. Lebih
jauh, adanya ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch) antara
kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja berpotensi menurunkan
produktivitas dan memperbesar biaya pelatihan bagi perusahaan (World
Bank, 2020).

1. Jelaskan definisi lingkungan demografi dari berbagai sumber
referensi, minimal 5 referensi!

2. Jelaskan tentang kebijakan-kebijakan demografi yang efektif!

3. Jelaskan tentang tantangan dan peluang pada lingkungan
demografi!

4. Jelaskan dampak lingkungan demografi terhadap perkembangan

bisnis, berikan contoh kasus di Indonesia!
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Pertemuan 6

Lingkungan Sosial dan Budaya

A. Konsep Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya merupakan salah satu determinan
penting dalam analisis lingkungan bisnis. Aspek sosial meliputi nilai-nilaj,
norma, kebiasaan, perilaku masyarakat, serta pola hubungan sosial yang
berkembang dalam suatu komunitas. Sementara itu, budaya mencakup
sistem kepercayaan, bahasa, adat istiadat, simbol, serta gaya hidup yang
diwariskan secara turun-temurun. Menurut Hofstede (2011), budaya
berfungsi sebagai kerangka acuan yang memengaruhi cara individu
berinteraksi, membuat keputusan, dan merespons perubahan. Oleh
karena itu, pemahaman terhadap lingkungan sosial dan budaya sangat
penting bagi dunia usaha dalam menyusun strategi pemasaran,
pengelolaan sumber daya manusia, dan adaptasi organisasi.

B. Dinamika Sosial dan Perubahan Nilai

Perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari modernisasi,
globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan demografi.
Misalnya, urbanisasi yang cepat telah mendorong lahirnya masyarakat
perkotaan dengan pola konsumsi yang berbeda dari masyarakat
pedesaan. Selain itu, meningkatnya tingkat pendidikan dan akses
informasi membuat masyarakat semakin Kritis dalam menilai kualitas
produk maupun etika perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk
tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga menjaga
keberlanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Kotler & Keller,
2016).

C. Peran Lingkungan Sosial dan Budaya dalam Lingkungan
Bisnis

Lingkungan sosial dan budaya memiliki peran yang fundamental
dalam membentuk dinamika bisnis, karena keduanya memengaruhi
perilaku konsumen, praktik manajerial, serta strategi perusahaan dalam
merespons perubahan pasar. Menurut Hofstede (2011), budaya
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merupakan kerangka acuan yang mengatur cara individu berpikir,
bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu,
perusahaan yang beroperasi dalam masyarakat tertentu tidak dapat
melepaskan diri dari nilai, norma, serta kebiasaan sosial-budaya yang
berlaku.

Pertama, peran sosial dan budaya terlihat dalam membentuk
preferensi konsumen. Selera terhadap produk dan jasa sangat
dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti gaya hidup, adat istiadat, dan
sistem kepercayaan. Misalnya, dalam masyarakat yang menempatkan
nilai tinggi pada aspek religiusitas, produk halal memiliki posisi strategis
dan menjadi salah satu segmen pasar yang terus berkembang di
Indonesia. Dengan memahami budaya lokal, perusahaan dapat
menyesuaikan strategi pemasaran sehingga produk lebih mudah
diterima masyarakat.

Kedua, lingkungan sosial dan budaya berperan dalam
pengelolaan tenaga kerja dan organisasi. Nilai-nilai budaya menentukan
pola komunikasi, gaya kepemimpinan, serta etos kerja. Misalnya, budaya
kolektivistik yang menekankan kerja sama dan harmoni mendorong
penerapan gaya kepemimpinan partisipatif, sedangkan budaya
individualistik cenderung menekankan penghargaan atas pencapaian
individu. Perusahaan multinasional yang tidak memahami keragaman
budaya sering kali menghadapi hambatan dalam koordinasi dan
manajemen sumber daya manusia lintas negara (Trompenaars &
Hampden-Turner, 2012).

Ketiga, lingkungan sosial-budaya juga memengaruhi legitimasi
dan keberlanjutan bisnis. Masyarakat modern semakin kritis terhadap
isu etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsumen tidak
hanya menilai kualitas produk, tetapi juga memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) dan kontribusinya terhadap komunitas.
Dengan demikian, keberhasilan bisnis jangka panjang sangat ditentukan
oleh kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai
sosial yang berlaku (Kotler & Keller, 2016).

D. Dampak Globalisasi terhadap Identitas Lokal

Globalisasi membawa arus pertukaran budaya, nilai, dan gaya
hidup yang begitu cepat sehingga memengaruhi cara masyarakat
memandang identitas lokal. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang
untuk memperkaya kebudayaan melalui integrasi nilai-nilai universal
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seperti keterbukaan, inovasi, dan kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain,
arus budaya global sering kali menimbulkan homogenisasi yang
berpotensi melemahkan tradisi lokal, bahasa daerah, serta nilai-nilai
kearifan yang telah lama menjadi ciri khas suatu komunitas (Ritzer,
2011).

Dalam konteks bisnis, globalisasi menciptakan peluang untuk
memperluas pasar dan memperkenalkan produk lokal ke kancah
internasional. Contohnya, batik Indonesia yang diakui UNESCO sebagai
warisan budaya dunia telah dipromosikan melalui industri mode global.
Akan tetapi, tantangan muncul ketika budaya lokal terpinggirkan oleh
dominasi budaya asing yang lebih populer, sehingga produk dan identitas
lokal harus berjuang untuk tetap relevan. Dengan demikian, pengelolaan
globalisasi harus disertai strategi pelestarian identitas lokal agar
keberagaman tetap terjaga.

Teknologi dan Komunikasi: Perubahan dalam

Komunikasi dan Interaksi Sosial

Kemajuan teknologi komunikasi, khususnya internet dan media
sosial, telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Komunikasi tidak lagi
terbatas pada ruang dan waktu, melainkan berlangsung secara instan dan
global. Menurut Castells (2010), era network society memungkinkan
terbentuknya jaringan sosial lintas batas geografis yang mengubah pola
interaksi manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Dalam konteks bisnis, perubahan ini berdampak signifikan
terhadap strategi pemasaran dan hubungan dengan konsumen.
Perusahaan kini dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui
media sosial, memanfaatkan big data untuk memahami preferensi
konsumen, dan membangun citra merek secara digital. Namun, dampak
negatif juga muncul, seperti berkurangnya interaksi tatap muka,
meningkatnya risiko disinformasi, serta ketergantungan pada teknologi
yang dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial. Dengan demikian,
teknologi komunikasi berperan ganda sebagai fasilitator inovasi
sekaligus tantangan dalam menjaga kualitas interaksi sosial.

F. Studi Kasus: Globalisasi Budaya Populer dan Identitas

Lokal di Indonesia

Salah satu dampak globalisasi terhadap lingkungan sosial dan
budaya di Indonesia adalah budaya populer Korea Selatan (K-Pop dan K-
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Drama). Fenomena ini menunjukkan bagaimana globalisasi budaya
mampu membentuk preferensi generasi muda dalam hal musik, fashion,
hingga gaya hidup. Industri hiburan Korea telah berhasil memanfaatkan
teknologi digital dan strategi komunikasi global untuk memperluas
jangkauan pasar.

Bagi dunia bisnis di Indonesia, fenomena ini menciptakan
peluang besar, seperti meningkatnya penjualan produk kosmetik,
fashion, dan makanan Korea. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran
bahwa dominasi budaya asing dapat menggeser minat generasi muda
terhadap budaya lokal, seperti wayang, gamelan, atau kuliner tradisional.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai pihak mulai
mengembangkan strategi glocalization, yaitu mengadaptasi unsur global
dengan identitas lokal. Misalnya, munculnya tren K-Pop dance cover
dengan sentuhan budaya Nusantara atau promosi kuliner lokal melalui
media sosial dengan gaya populer ala konten global.

Studi kasus ini menegaskan bahwa globalisasi tidak selalu berarti
hilangnya identitas lokal, melainkan dapat menjadi ruang kolaborasi
antara nilai global dan lokal. Dengan strategi yang tepat, identitas lokal
justru dapat diperkuat melalui adaptasi terhadap arus global yang
dinamis.

1. Jelaskan definisi lingkungan sosial dan budaya dari berbagai
sumbert dan referensinya!

2. Jelaskan tentang dampak globalisasi terhadap identitas lokal!

3. Jelaskan peran teknologi dan komunikasi terhadap perubahan

dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta dampaknya
terhadap perkembangan bisnis!
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Pertemuan 7

Lingkungan Politik Domestik dan Internasional

A. Lingkungan Politik Domestik dan Internasional

Dalam dinamika dunia bisnis modern, faktor politik memiliki
peran yang tidak kalah penting dibandingkan aspek ekonomi maupun
sosial. Politik, baik pada tataran domestik maupun internasional,
membentuk kerangka aturan, kebijakan, serta stabilitas yang secara
langsung maupun tidak langsung memengaruhi aktivitas usaha. Di
tingkat domestik, arah kebijakan pemerintah, kualitas tata kelola, dan
stabilitas politik menentukan sejauh mana iklim investasi dapat
berkembang. Sementara itu, pada tingkat internasional, hubungan
diplomatik antarnegara, keberadaan organisasi global, serta dinamika
geopolitik sering kali menjadi faktor kunci yang memengaruhi aliran
modal, perdagangan, dan kompetisi antar pelaku bisnis.

Bagi pelaku usaha, memahami lingkungan politik bukan sekadar
kebutuhan analisis eksternal, tetapi juga menjadi strategi untuk bertahan
dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perusahaan
yang mampu membaca arah kebijakan pemerintah atau mengantisipasi
risiko geopolitik global akan lebih siap dalam merancang strategi bisnis
yang adaptif. Dengan demikian, analisis politik tidak hanya menjadi
wacana akademis, tetapi juga instrumen praktis untuk mengurangi risiko
dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dinamika politik
domestik maupun internasional.

B. Sistem Politik

Sistem politik merupakan kerangka kelembagaan yang mengatur
distribusi kekuasaan, pengambilan keputusan, serta mekanisme
hubungan antara negara dengan masyarakat. Setiap negara memiliki
sistem politik yang berbeda, bergantung pada ideologi, konstitusi, dan
tradisi politik yang dianut. Menurut Almond dan Powell (1988), sistem
politik dapat dipahami sebagai seperangkat interaksi yang berfungsi
untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif dalam suatu
masyarakat.
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Dalam konteks bisnis, sistem politik menjadi faktor penentu
stabilitas lingkungan usaha. Negara dengan sistem politik yang stabil dan
transparan cenderung menciptakan iklim investasi yang kondusif,
sementara sistem politik yang rapuh sering kali menimbulkan
ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem
politik suatu negara sangat penting bagi pelaku bisnis untuk
merumuskan strategi yang sesuai.

C. Pemerintahan: Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam
Masyarakat

Pemerintahan berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan
dan menjalankan kebijakan publik. Fungsi utamanya meliputi regulasi,
penyediaan pelayanan publik, perlindungan masyarakat, serta
penciptaan iklim ekonomi yang stabil. Pemerintah juga bertindak sebagai
penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pelaku ekonomi
melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun hukum (Rosenbloom, 2014).

Dalam perspektif bisnis, pemerintah memiliki fungsi ganda. Di
satu sisi, ia bertindak sebagai fasilitator melalui penyediaan infrastruktur
dan kebijakan pro-bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga bertindak sebagai
regulator yang menetapkan batasan-batasan hukum untuk menjamin
persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis
antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat penting bagi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Partai Politik: Peran dan Pengaruh Partai dalam Politik

Domestik

Partai politik merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi
untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menghubungkan masyarakat
dengan pemerintah. Menurut Duverger (1954), partai politik berfungsi
sebagai organisasi yang bertujuan merebut dan mempertahankan
kekuasaan dengan cara konstitusional. Dalam praktiknya, partai politik
memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan publik melalui
mekanisme legislatif dan eksekutif.

Bagi dunia bisnis, keberadaan partai politik dapat memberikan
pengaruh signifikan. Orientasi ideologi partai, platform ekonomi, serta
komitmen terhadap investasi asing sering kali menjadi pertimbangan
investor. Pergantian partai berkuasa dapat membawa perubahan arah
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kebijakan ekonomi, sehingga pelaku bisnis perlu memahami dinamika
partai politik untuk memitigasi risiko.

E. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokratis
untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan politik suatu
negara. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana legitimasi
kekuasaan, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi. Menurut
Huntington (1991), keberlangsungan pemilu yang bebas dan adil
merupakan fondasi utama konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks ekonomi, pemilu sering kali menimbulkan
ketidakpastian jangka pendek karena potensi perubahan kebijakan.
Namun, pemilu juga membuka peluang bagi munculnya pemimpin baru
yang membawa program reformasi ekonomi. Bagi pelaku bisnis, periode
pemilu menuntut kewaspadaan sekaligus kesiapan adaptasi terhadap
arah kebijakan yang mungkin berubah pasca pemilihan.

F. Isu Sosial dan Politik

Isu sosial dan politik merupakan faktor dinamis yang dapat
memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan lingkungan bisnis. Isu-isu
seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, korupsi, gerakan sosial,
hingga tuntutan keadilan gender sering kali menjadi bagian dari
diskursus politik nasional. Menurut Norris (2002), isu-isu politik modern
tidak lagi terbatas pada persoalan distribusi kekuasaan, tetapi juga
mencakup nilai-nilai sosial, identitas, dan keadilan.

Dalam dunia bisnis, isu sosial dan politik dapat menciptakan
peluang sekaligus risiko. Misalnya, meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap isu lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan
praktik bisnis berkelanjutan (green business). Sebaliknya, isu korupsi dan
ketidakadilan dapat menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu,
perusahaan harus responsif terhadap isu sosial dan politik agar mampu
menjaga legitimasi serta daya saingnya di pasar.

Studi Kasus: Lingkungan Politik Domestik dan

Internasional terhadap Lingkungan Bisnis

Lingkungan politik, baik domestik maupun internasional,
memiliki keterkaitan erat dengan dinamika dunia usaha. Politik tidak
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hanya menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga membentuk
stabilitas, kepastian hukum, serta peluang investasi. Studi kasus berikut
menggambarkan bagaimana faktor politik memengaruhi lingkungan
bisnis di Indonesia, baik dari sisi kebijakan nasional maupun dinamika
global.

Pada tingkat domestik, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja
(Omnibus Law) pada tahun 2020 menjadi salah satu tonggak penting
dalam reformasi regulasi ekonomi Indonesia. Tujuan utama dari
kebijakan ini adalah menyederhanakan perizinan usaha, menciptakan
iklim investasi yang lebih ramah, dan mendorong penciptaan lapangan
kerja. Dari perspektif dunia bisnis, kebijakan ini memberikan dampak
positif berupa efisiensi birokrasi, pengurangan biaya kepatuhan, serta
meningkatnya minat investor asing. Namun, kebijakan ini juga
menimbulkan resistensi sosial dari kelompok buruh yang menilai adanya
ketidakadilan dalam regulasi ketenagakerjaan. Ketegangan sosial yang
muncul menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat
dilepaskan dari legitimasi politik dan penerimaan masyarakat. Dengan
demikian, meskipun Omnibus Law memperbaiki aspek teknis investasi,
stabilitas politik domestik tetap menjadi syarat agar manfaatnya dapat
dirasakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada tingkat internasional, perang dagang antara
Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 menjadi contoh nyata
bagaimana politik global memengaruhi bisnis di negara lain, termasuk
Indonesia. Kenaikan tarif impor yang diberlakukan kedua negara
menyebabkan gangguan pada rantai pasok global dan menciptakan
ketidakpastian di pasar internasional. Bagi Indonesia, kondisi ini
menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia
berpotensi menarik investasi dari perusahaan multinasional yang
mencari lokasi produksi alternatif di luar Tiongkok. Beberapa kawasan
industri mulai dilirik sebagai pusat manufaktur baru. Di sisi lain,
ketergantungan industri lokal pada bahan baku impor dari Tiongkok
menimbulkan kenaikan biaya produksi dan mengurangi daya saing
produk nasional.

Jika dibandingkan, kedua studi kasus tersebut menunjukkan
bahwa politik domestik lebih berpengaruh pada kepastian regulasi dan
iklim usaha dalam negeri, sedangkan politik internasional lebih
menentukan stabilitas rantai pasok dan akses pasar global. Keduanya
saling melengkapi dan menciptakan lanskap bisnis yang penuh dinamika.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi adaptif, baik
melalui pemahaman regulasi nasional maupun melalui diversifikasi
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pasar dan rantai pasok global. Dengan langkah tersebut, risiko politik
dapat diminimalkan, sementara peluang dari perubahan politik dapat
dimanfaatkan secara optimal.

1. Jelaskan definisi lingkungan politik domestik dan lingkungan
politik internasional dari berbagai sumber referensi minimal 3
referensi!

2. Jelaskan peran dan fungsi pemerintahan dalam Masyarakat!

3. Jelaskan peran dan pengaruh partai dalam politik domestik!

4, Berikan contoh issue sosial dan politik baik dalam politik

domestic maupun politik internasional, masing-masing satu
contoh! Dan analisis dampaknya terhadap perkembangan suatu
bisnis!
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Pertemuan 8
Lingkungan Teknologi

A. Lin an Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor paling
signifikan yang membentuk lingkungan bisnis modern. Teknologi tidak
hanya berfungsi sebagai alat produksi, melainkan juga sebagai penggerak
utama transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Schumpeter
(1942), inovasi teknologi adalah inti dari proses creative destruction,
yaitu mekanisme di mana teknologi baru menggantikan teknologi lama,
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan
disrupsi terhadap pola bisnis yang sudah mapan. Oleh karena itu,
memahami lingkungan teknologi menjadi keharusan bagi setiap pelaku
bisnis dalam merumuskan strategi adaptif.

Lingkungan teknologi mencakup berbagai aspek, mulai dari
kemajuan dalam otomasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/Al),
Internet of Things (IoT), hingga teknologi finansial (fintech) yang
mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Perusahaan yang
mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnisnya
cenderung memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan perusahaan
yang masih mengandalkan metode konvensional. Sebagai contoh, adopsi
teknologi digital dalam e-commerce memungkinkan perusahaan untuk
menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terikat pada batasan geografis
(Laudon & Traver, 2021).

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan.
Transformasi digital sering kali menimbulkan digital divide, yaitu
kesenjangan akses dan kemampuan antara kelompok masyarakat atau
negara yang mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal dan yang
tertinggal dalam adaptasinya (Norris, 2001). Selain itu, isu keamanan
siber menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Peningkatan
transaksi digital memperbesar risiko pencurian data, serangan
peretasan, dan kejahatan berbasis teknologi. Hal ini menuntut
perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga pada
penguatan infrastruktur keamanan.
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Dalam konteks lingkungan bisnis, teknologi memiliki dampak
multidimensi. Pertama, teknologi meningkatkan efisiensi operasional
melalui otomasi proses produksi dan sistem informasi manajemen yang
terintegrasi. Kedua, teknologi membuka peluang inovasi produk dan jasa
baru, seperti layanan berbasis aplikasi, transportasi daring, maupun
sistem pembayaran digital. Ketiga, teknologi berperan dalam membentuk
perilaku konsumen. Generasi muda yang lahir dalam era digital lebih
cenderung memilih produk dan layanan yang cepat, praktis, serta
terintegrasi dengan teknologi mobile.

Di sisi lain, teknologi juga mengubah lanskap kompetisi global.
Negara-negara dengan kemampuan inovasi tinggi, seperti Amerika
Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan, mampu mendominasi pasar
internasional melalui penguasaan teknologi digital dan industri berbasis
pengetahuan. Hal ini menempatkan negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, pada posisi yang harus terus beradaptasi agar tidak
tertinggal dalam arus transformasi global. Program Making Indonesia 4.0
yang diluncurkan pemerintah pada 2018 merupakan salah satu upaya
strategis untuk memperkuat daya saing industri melalui adopsi teknologi
digital, termasuk otomasi, Al, dan IoT (Kementerian Perindustrian RI,
2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan
teknologi merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh
mendalam terhadap bisnis. Perusahaan dituntut untuk senantiasa
berinovasi, mengelola risiko digital, serta memastikan bahwa teknologi
yang diadopsi selaras dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
Hanya dengan demikian, perusahaan mampu bertahan dan berkembang
dalam ekosistem bisnis global yang semakin terintegrasi dengan
teknologi.

B. Inovasi Teknologi pada Masa Pra-Modern

Sejarah perkembangan teknologi menunjukkan bahwa inovasi
telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak masa pra-
modern. Pada masa ini, teknologi berfungsi terutama untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, tempat tinggal, dan
perlindungan diri. Penemuan alat-alat batu, teknik bercocok tanam,
hingga kemampuan membuat peralatan dari logam menjadi tonggak
penting dalam perjalanan peradaban. Menurut Mokyr (1990), inovasi
pra-modern ini merupakan fondasi awal bagi terciptanya sistem ekonomi
dan sosial yang lebih kompleks. Meski sederhana, teknologi
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pra-modern memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan
produktivitas dan memungkinkan terjadinya spesialisasi kerja.

Perkembangan teknologi pra-modern juga erat kaitannya dengan
kebudayaan dan lingkungan. Misalnya, masyarakat agraris
mengembangkan irigasi untuk mendukung pertanian, sementara
masyarakat pesisir menciptakan teknologi perahu untuk perdagangan
dan transportasi. Hal ini menegaskan bahwa teknologi sejak awal
bukanlah fenomena netral, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan sosial
dan kondisi geografis (Basalla, 1988).

C. Revolusi Industri dan Perkembangan Teknologi
Modern

Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18 di Inggris
menandai titik balik dalam sejarah perkembangan teknologi. Penemuan
mesin uap oleh James Watt dan penerapannya dalam bidang manufaktur,
transportasi, serta energi mendorong percepatan industrialisasi dan
urbanisasi. Teknologi modern yang lahir dari revolusi ini memungkinkan
produksi massal dengan efisiensi tinggi, sehingga mengubah struktur
ekonomi global secara mendasar (Landes, 1969).

Revolusi Industri juga memperkenalkan teknologi mekanisasi,
kimia, dan komunikasi, yang pada gilirannya memperluas pasar dan
meningkatkan standar hidup. Namun, perkembangan ini tidak hanya
membawa dampak positif. Eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan
ketimpangan sosial menjadi masalah serius yang muncul seiring
pertumbuhan ekonomi yang pesat (Pomeranz, 2000). Oleh karena itu,
periode ini menunjukkan ambivalensi teknologi: sebagai motor
kemajuan sekaligus sumber tantangan baru.

D. Era Digital dan Revolusi Teknologi Informasi

Memasuki akhir abad ke-20, dunia memasuki era digital yang
ditandai dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Penemuan komputer, internet, dan perangkat mobile mengubah secara
radikal cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Menurut
Castells (1996), era digital melahirkan apa yang disebut sebagai network
society, di mana informasi menjadi sumber utama kekuasaan dan
produktivitas.

Revolusi teknologi informasi tidak hanya mendorong efisiensi
dalam dunia bisnis, tetapi juga menciptakan model bisnis baru berbasis
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platform digital. E-commerce, fintech, dan transportasi daring
merupakan contoh nyata bagaimana teknologi digital merevolusi
interaksi pasar. Di sisi lain, muncul pula tantangan berupa kesenjangan
digital (digital divide), isu privasi data, dan ketergantungan pada
teknologi yang semakin tinggi (Norris, 2001).

Era digital juga menandai lahirnya Industri 4.0, di mana otomasi,
kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data analytics
menjadi pilar utama transformasi industri global. Hal ini membuka
peluang besar bagi peningkatan produktivitas, tetapi sekaligus menuntut
kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan keterampilan
baru yang lebih kompleks (Schwab, 2016).

Studi Kasus: Lingkungan Teknologi terhadap

Lingkungan Bisnis

Perkembangan teknologi digital di Indonesia memberikan
dampak yang signifikan terhadap transformasi lingkungan bisnis,
khususnya dalam sektor jasa dan perdagangan. Salah satu contoh nyata
adalah munculnya ekosistem ekonomi digital yang didorong oleh
perusahaan berbasis teknologi seperti Gojek dan Tokopedia. Gojek, yang
awalnya hanya berfokus pada layanan transportasi berbasis aplikasi,
berhasil berevolusi menjadi super-app dengan layanan yang mencakup
pembayaran digital, logistik, hingga layanan gaya hidup. Sementara itu,
Tokopedia hadir sebagai platform e-commerce yang menghubungkan
jutaan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia, sehingga berkontribusi
terhadap percepatan inklusi digital dan perluasan akses pasar.

Kehadiran teknologi ini memberikan sejumlah kelebihan bagi
dunia bisnis. Pertama, efisiensi operasional meningkat karena teknologi
memungkinkan otomatisasi proses transaksi dan distribusi. Kedua,
perluasan pasar menjadi lebih mudah karena perusahaan dapat
menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batasan geografis.
Ketiga, inovasi teknologi membuka peluang terciptanya model bisnis
baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen modern (Schwab,
2016).

Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi.
Persaingan bisnis menjadi semakin ketat karena hambatan masuk pasar
menurun, sehingga perusahaan tradisional sering kali kesulitan bersaing
dengan pemain digital. Selain itu, isu perlindungan data pribadi,
keamanan siber, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan
pedesaan menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius (Norris,
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2001). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital membawa
peluang besar, pengelolaan risiko dan kebijakan pendukung tetap
diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Kasus perkembangan bisnis digital di Indonesia menunjukkan
bahwa lingkungan teknologi bukan hanya sekadar faktor eksternal,
melainkan katalis utama dalam membentuk strategi bisnis dan pola
konsumsi masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang mampu
beradaptasi dengan perubahan teknologi akan lebih unggul dalam
menghadapi dinamika persaingan global.

1. Jelaskan definisi lingkungan teknologi dari berbagai sumber
referensi, minimal 5 referensi!

2. Jelaskan tentang inovasi teknologi pada masa pra-modern
beserta contohnya!

3. Jelaskan tentang revolusi industri dan perkembangan
teknologi modern di Indonesia!

4. Jelaskan tentang era digital dan revolusi teknologi informasi

serta dampaknya terhadap perkembangan bisnis. Dan berikan
contoh kasus di Indonesia!
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Pertemuan 9

Lingkungan Alami

A. Lingkungan Alami

Lingkungan alami merupakan salah satu faktor fundamental yang
membentuk dinamika aktivitas bisnis. Sumber daya alam, iklim,
topografi, dan keanekaragaman hayati tidak hanya berfungsi sebagai
penyedia input produksi, tetapi juga menjadi determinan utama dalam
keberlanjutan bisnis dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam perspektif ekonomi lingkungan, keberlanjutan tidak dapat
dipisahkan dari pengelolaan sumber daya alam yang rasional dan
berorientasi jangka panjang (Daly & Farley, 2011). Oleh karena itu,
perusahaan dan pembuat kebijakan dituntut untuk tidak hanya mengejar
efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan.

Salah satu aspek penting dari lingkungan alami adalah
ketersediaan sumber daya alam. Industri manufaktur, energi, dan
pertanian sangat bergantung pada akses terhadap bahan baku dan
energi. Namun, eksploitasi berlebihan dapat menimbulkan masalah
lingkungan, seperti degradasi lahan, polusi, dan perubahan iklim. Hal ini
sejalan dengan pandangan Meadows et al. (2004) yang menekankan
bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas pada planet dengan sumber
daya terbatas akan menciptakan risiko ekologi yang serius.

Selain itu, perubahan iklim global telah menjadi isu yang sangat
memengaruhi lingkungan bisnis. Perubahan pola cuaca, kenaikan suhu
bumi, serta bencana alam yang lebih sering terjadi menimbulkan
ketidakpastian dalam rantai pasok global. Misalnya, sektor pertanian
menghadapi penurunan produktivitas akibat perubahan musim tanam,
sementara sektor logistik dan infrastruktur terancam oleh risiko banjir
maupun kenaikan permukaan laut (IPCC, 2021). Dengan demikian,
adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi strategi penting bagi
perusahaan untuk mempertahankan daya saing. Lebih jauh, tuntutan
konsumen terhadap praktik bisnis berkelanjutan semakin meningkat.
Masyarakat global kini lebih kritisterhadap dampak lingkungan dari
produk dan jasa yang mereka konsumsi. Fenomena ini mendorong
perusahaan untuk mengadopsi prinsip environmental, social, and
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governance (ESG) serta strategi bisnis hijau (green business strategies),
seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang material, dan
pengurangan emisi karbon (Porter & Kramer, 2011). Perusahaan yang
mampu merespons tren ini tidak hanya memperoleh legitimasi sosial,
tetapi juga keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Dengan demikian, lingkungan alami tidak boleh dipandang
sekadar sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai elemen integral
dalam perumusan strategi bisnis. Perusahaan yang mengabaikan faktor
lingkungan berisiko kehilangan daya saing dan menghadapi tekanan
regulasi maupun sosial. Sebaliknya, perusahaan yang mampu
mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam model bisnisnya
akan lebih siap menghadapi tantangan global dan menciptakan nilai yang
berkelanjutan.

B. Pencemaran Lingkungan: Dampak Polusi Terhadap
Ekosistem

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan
terbesar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem global. Polusi, baik
berupa udara, air, maupun tanah, merupakan hasil dari aktivitas manusia
yang berlebihan dan tidak terkendali, khususnya dari sektor industri,
transportasi, serta urbanisasi. Polusi udara yang diakibatkan oleh emisi
karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida telah terbukti
meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akumulasi gas-
gas tersebut memperparah efek rumah kaca, memicu pemanasan global,
serta meningkatkan frekuensi terjadinya bencana iklim ekstrem (IPCC,
2021).

Selain udara, polusi air juga menjadi perhatian utama, terutama
akibat limbah industri dan pertanian yang mencemari sungai, danau,
serta laut. Kandungan zat beracun, seperti logam berat, pestisida, dan
bahan kimia sintetis, tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem
akuatik, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui rantai
makanan (WHO, 2018). Sementara itu, polusi tanah akibat penggunaan
bahan kimia berlebih dalam pertanian menurunkan kesuburan lahan,
mengurangi keanekaragaman mikroorganisme, dan dalam jangka
panjang berpotensi mengurangi produktivitas pangan. Dengan demikian,
pencemaran lingkungan menciptakan lingkaran masalah yang saling
berkaitan antara degradasi ekologi, penurunan kualitas hidup
masyarakat, dan kerugian ekonomi yang signifikan.
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Kehilangan Habitat: Deforestasi dan Perubahan

Penggunaan Lahan

Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan merupakan
ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem global maupun
nasional. Aktivitas manusia dalam bentuk ekspansi pertanian,
perkebunan  monokultur, pertambangan, serta pembangunan
infrastruktur telah mengubah bentang alam secara drastis. Data FAO
(2020) menunjukkan bahwa sekitar 10 juta hektare hutan hilang setiap
tahunnya, dengan wilayah tropis menjadi daerah yang paling terdampak.
Indonesia, misalnya, mengalami deforestasi besar-besaran akibat
pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi kayu,
yang berdampak pada hilangnya habitat alami bagi spesies endemik
seperti orangutan dan harimau sumatera.

Dampak ekologis dari deforestasi meliputi penurunan
keanekaragaman hayati, terganggunya siklus hidrologi, dan
berkurangnya kapasitas hutan sebagai penyerap karbon. Kehilangan
tutupan hutan tropis juga memperparah laju perubahan iklim karena
karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan dilepaskan ke atmosfer
dalam jumlah besar. Dari sisi sosial-ekonomi, deforestasi menyebabkan
konflik lahan, mengancam mata pencaharian masyarakat adat, dan
mengurangi potensi ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh dari
jasa ekosistem seperti pariwisata berbasis alam dan farmakologi. Dengan
demikian, deforestasi bukan hanya persoalan ekologi, tetapi juga
menyangkut keberlanjutan sosial dan ekonomi.

is Lainnya

Selain pencemaran dan deforestasi, keberadaan spesies invasif
juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekosistem alami. Spesies
invasif adalah organisme yang masuk ke suatu ekosistem di luar habitat
asalnya, kemudian berkembang biak secara tidak terkendali, dan
mendominasi lingkungan baru tersebut. Dominasi spesies invasif dapat
mengganggu keseimbangan ekologis karena spesies asli sering kali kalah
bersaing dalam mendapatkan sumber daya, sehingga menyebabkan
penurunan populasi atau bahkan kepunahan spesies lokal (Lowe et al.,
2000).

Spesies invasif sering kali diperparah oleh perubahan iklim dan
globalisasi perdagangan. Perubahan suhu dan pola curah hujan
mempermudah penyebaran organisme asing ke wilayah baru, sementara
intensifikasi perdagangan global meningkatkan risiko introduksi spesies
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non-lokal melalui jalur logistik. Oleh karena itu, spesies invasif menjadi
tantangan multidimensi yang menuntut regulasi ketat, penelitian ilmiah,
serta kesadaran publik yang lebih tinggi.

Peran Lin an Bisnis

Lingkungan alami memiliki peran yang sangat signifikan dalam
menentukan dinamika dan keberlanjutan dunia bisnis. Sebagai sumber
daya utama, lingkungan menyediakan bahan baku, energi, dan ekosistem
pendukung yang menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi. Misalnya,
sektor pertanian sangat bergantung pada kesuburan tanah, ketersediaan
air, dan iklim yang stabil, sementara sektor manufaktur dan energi
memerlukan pasokan mineral, bahan bakar fosil, serta energi terbarukan
yang bersumber dari alam (Tietenberg & Lewis, 2018). Dengan demikian,
kualitas dan ketersediaan sumber daya alam secara langsung
memengaruhi kapasitas produksi dan daya saing bisnis.

Selain sebagai penyedia sumber daya, lingkungan alami juga
berperan sebagai penyerap limbah dan polusi yang dihasilkan dari
aktivitas industri. Namun, kemampuan daya dukung lingkungan memiliki
batas. Ketika kegiatan bisnis tidak memperhatikan keberlanjutan, maka
timbul masalah lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air,
deforestasi, dan perubahan iklim yang justru akan berdampak balik
terhadap dunia usaha. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi
lingkungan menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara
eksploitasi sumber daya dan kelestarian alam. Lingkungan alami
berperan sebagai faktor risiko sekaligus peluang dalam strategi bisnis.
Risiko muncul ketika terjadi bencana alam, degradasi lingkungan, atau
perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok, menaikkan biaya
produksi, serta menurunkan produktivitas. Sebaliknya, peluang tercipta
melalui inovasi bisnis berbasis lingkungan, seperti energi terbarukan,
teknologi hijau, serta produk ramah lingkungan yang kini semakin
diminati konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu
mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam model bisnisnya
akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang.

Dengan demikian, lingkungan alami tidak hanya menjadi latar
belakang aktivitas ekonomi, melainkan merupakan variabel strategis
yang menentukan arah, keberlanjutan, dan daya saing bisnis.
Mengabaikan faktor lingkungan berarti mengabaikan fondasi utama dari
sistem ekonomi itu sendiri.
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Studi Kasus: Dampak Lingkungan Alami terhadap

Lingkungan Bisnis

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di
dunia, dengan komoditas utama kopi arabika dan robusta yang menjadi
penopang penting ekspor pertanian nasional. Namun, keberlangsungan
industri kopi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alami,
khususnya iklim, kesuburan tanah, dan ketersediaan air. Perubahan iklim
global dalam bentuk peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan,
serta meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir dan
kekeringan, telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap
produktivitas kopi di berbagai wilayah.

Penelitian International Coffee Organization (ICO, 2019)
menunjukkan bahwa kenaikan suhu rata-rata sebesar 2°C dapat
mengurangi area lahan yang sesuai untuk budidaya kopi arabika hingga
50% pada tahun 2050. Dampak ini sudah mulai dirasakan di beberapa
daerah penghasil kopi di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan
Sulawesi, di mana hasil panen menurun akibat perubahan musim hujan
yang tidak menentu. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pendapatan
petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri kopi nasional
yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, tantangan ini juga mendorong munculnya peluang
baru. Beberapa perusahaan kopi mulai mengadopsi praktik pertanian
berkelanjutan, seperti penggunaan varietas tahan iklim, sistem
agroforestri, serta sertifikasi kopi hijau yang ramah lingkungan. Upaya ini
tidak hanya membantu menjaga produktivitas, tetapi juga meningkatkan
daya saing kopi Indonesia di pasar global yang semakin menuntut produk
berkelanjutan (World Bank, 2021).

Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa
lingkungan alami, dalam hal ini perubahan iklim, memiliki peran yang
ambivalen terhadap bisnis: sebagai sumber risiko yang dapat
mengganggu stabilitas usaha, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan
transformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan.
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1. Jelaskan definisi lingkungan alami (natural) dari berbagai sumber
referensi, minimal 5 referensi!

2. Jelaskan dampak polusi terhadap ekosistem!

3. Jelaskan tentang deforestasi dan perubahan penggunaan lahan,
dan berikan contoh kasus yang ada di Indonesia!

4. Jelaskan dampak lingkunagn alami (natural) terhadap

perkembangan bisnis!
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Pertemuan 10

Lingkungan Pemerintahan

A. Lingkungan Pemerintahan

Lingkungan pemerintahan merupakan salah satu faktor eksternal
yang sangat menentukan arah, stabilitas, dan keberlanjutan dunia bisnis.
Pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur (regulator) dan
penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai pencipta iklim usaha yang
kondusif melalui kebijakan, regulasi, serta penegakan hukum. Dalam
konteks ini, keberhasilan dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari
kualitas tata kelola pemerintahan.

Bisnis modern tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika pasar,
melainkan juga oleh sejauh mana pemerintah mampu menjalankan
fungsi-fungsinya secara efektif. Faktor seperti stabilitas politik,
transparansi regulasi, efisiensi birokrasi, serta konsistensi kebijakan
ekonomi menjadi indikator penting yang menentukan tingkat
kepercayaan investor dan daya saing suatu negara. Oleh karena itu,
memahami lingkungan pemerintahan merupakan kebutuhan strategis
bagi para pelaku usaha agar dapat mengantisipasi risiko sekaligus
memanfaatkan peluang yang tercipta.

Dalam literatur ekonomi politik, pemerintah dipandang memiliki
peran ganda dalam perekonomian, yakni sebagai fasilitator
pertumbuhan ekonomi dan sebagai pengendali distorsi pasar.
Pemerintah bertugas menciptakan kerangka regulasi yang jelas,
melindungi hak kepemilikan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta
mendorong inovasi melalui kebijakan industri dan teknologi (Stiglitz,
2000). Tanpa regulasi yang memadai, pasar berpotensi mengalami
kegagalan seperti monopoli, eksternalitas negatif, dan ketidakadilan
distribusi sumber daya. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai
aktor fiskal melalui kebijakan anggaran negara, serta sebagai otoritas
moneter melalui koordinasi dengan bank sentral. Peran ini memastikan
tersedianya infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta keamanan,
yang semuanya menjadi prasyarat bagi perkembangan bisnis yang sehat.
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B. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan suatu sistem di mana pemerintah
pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
Desentralisasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih
dekat dengan rakyat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta
mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks bisnis,
desentralisasi membuka peluang terciptanya iklim usaha yang lebih
kompetitif antar daerah, sebab pemerintah daerah memiliki keleluasaan
dalam menarik investasi melalui kebijakan lokal, penyediaan
infrastruktur, serta kemudahan perizinan (Faguet, 2014).

Namun demikian, desentralisasi juga menghadirkan tantangan
berupa ketimpangan antar daerah, lemahnya kapasitas institusional di
beberapa wilayah, serta potensi tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu,
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting
agar desentralisasi benar-benar mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

C. Peran dan Fungsi Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan

Kepala negara adalah pejabat tertinggi yang mewakili negara
dalam urusan domestik maupun internasional. Perannya mencakup
ratifikasi undang-undang, fungsi simbolis kenegaraan, pemberian gelar
kehormatan, pengambilan Kkeputusan penting dalam situasi Krisis
nasional, hingga penguasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Selain
itu, kepala negara juga memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan
duta dan konsul serta menerima perwakilan diplomatik dari negara lain.
Di tingkat daerah, kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, atau
wali kota memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kepala daerah berperan memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pusat di daerah,
menyusun serta mengajukan rancangan peraturan daerah terkait
perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, menetapkan
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta mengambil
langkah darurat dalam situasi mendesak. Dengan demikian, baik kepala
negara maupun kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjaga
keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas masyarakat.
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D. Peran Parlemen dalam Proses Pembuatan Undang-
Undang

Parlemen merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi
utama dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap
eksekutif, serta fungsi anggaran. Dalam konteks bisnis, peran parlemen
sangat penting karena undang-undang yang dihasilkan menentukan
regulasi yang mengikat pelaku usaha. Parlemen juga berperan dalam
memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial dijalankan sesuai
prinsip demokrasi dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, parlemen berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan
eksekutif sehingga tercipta mekanisme check and balance yang sehat
dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan parlemen
yang kuat, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan legitimasi
regulasi dan memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha (Lijphart,
2012).

1. Peran Parlemen
a. Membentuk undang-undang.

b. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

c. Menyetujui dan mengawasi anggaran negara.

d. Mewakili aspirasi rakyat dalam proses kebijakan.

e. Mendukung kebijakan yang baik dan mengkritisi
kebijakan yang merugikan rakyat.

f.  Memilih atau menyetujui pengangkatan pejabat tinggi
negara.

g. Menjaga keseimbangan kekuasaan untuk stabilitas
demokrasi.

2. Proses Pembuatan Undang-Undang

a. Perencanaan: Penyusunan Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU):
e Diusulkan oleh Presiden, DPR, atau DPD (terbatas
pada bidang tertentu).
e Disusun bersama tenaga ahli atau akademisi.
c. Pembahasan:
e Tahap pertama: dibahas di komisi/pansus DPR.
e Tahap kedua: disempurnakan dengan masukan
publik atau antar-fraksi.
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d. Persetujuan: RUU dibawa ke rapat paripurna DPR untuk
disetujui.

e. Pengesahan: Presiden menandatangani dalam waktu 30
hari. Jika tidak, tetap sah sebagai undang-undang.

f.  Pengundangan: Disahkan dalam Lembaran Negara oleh
Menteri Hukum dan HAM.

E. Peran dan Fungsi Sistem Peradilan

Sistem peradilan merupakan salah satu pilar utama negara
hukum yang menjamin tegaknya keadilan, supremasi hukum, serta
perlindungan hak-hak warga negara. Dalam ranah bisnis, sistem
peradilan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa, menegakkan
kontrak, serta memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi.
Keberadaan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik
menjadi syarat mutlak bagi terciptanya iklim bisnis yang sehat.

Peradilan yang lemah atau koruptif justru akan menimbulkan
ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya transaksi, serta melemahkan
kepercayaan investor. Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan
melalui reformasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas merupakan
fondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (La Porta et
al,, 1998).

1. Peran Sistem Peradilan

Menegakkan keadilan bagi setiap individu.
Menjamin penerapan hukum secara konsisten.
Melindungi hak dan kebebasan warga negara.
Mencegah dan menyelesaikan konflik.
Memelihara ketertiban sosial.

® a0 o

2. Fungsi Sistem Peradilan

a. Fungsi Yudisial: Memutuskan perkara pidana, perdata, tata
usaha negara, dan konstitusi.

b. Fungsi Pengawasan: Mengawasi tindakan pemerintah dan
lembaga agar sesuai hukum dan konstitusi.

c¢. Fungsi Interpretasi Hukum: Memberikan penafsiran hukum
dalam kasus tertentu.

d. Fungsi Perlindungan: Memberikan perlindungan kepada
pihak yang lemah atau dirugikan.

e. Fungsi Edukasi: Memberikan pelajaran hukum kepada
masyarakat melalui putusan.
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f. Fungsi Rekonsiliasi: Membantu menyelesaikan sengketa
secara damai.

F. Studi Kasus: Otonomi Daerah dan Iklim Investasi di
Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001
menjadi tonggak penting dalam desentralisasi pemerintahan. Kebijakan
ini memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk
mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek perizinan
usaha dan pengelolaan investasi. Dari perspektif bisnis, desentralisasi
diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperpendek rantai
birokrasi, serta menghadirkan kebijakan yang lebih sesuai dengan
kebutuhan lokal.

Namun, implementasi otonomi daerah tidak lepas dari tantangan.
Penelitian World Bank (2019) mencatat bahwa meskipun beberapa
daerah berhasil memanfaatkan kewenangan otonomi untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif, masih banyak daerah lain yang
menghadapi masalah berupa tumpang tindih regulasi, perbedaan
kebijakan antar wilayah, serta praktik korupsi di tingkat lokal. Kondisi ini
menimbulkan biaya tambahan (high cost economy) bagi pelaku usaha,
khususnya investor asing yang membutuhkan kepastian hukum dan
konsistensi kebijakan. Sebagai respons, pemerintah pusat meluncurkan
kebijakan Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018 untuk
menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi
di tingkat daerah. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat integrasi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim bisnis
yang lebih efisien, transparan, dan ramah investasi (Kementerian
Investasi/BKPM, 2020).

Studi kasus ini memperlihatkan bahwa lingkungan pemerintahan
memiliki pengaruh langsung terhadap dunia bisnis. Desentralisasi
membuka peluang terciptanya iklim usaha yang kompetitif, namun juga
berisiko menimbulkan fragmentasi regulasi jika tidak diiringi dengan
koordinasi dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, sinergi antara
pemerintah pusat dan daerah, serta konsistensi dalam implementasi
kebijakan publik, merupakan faktor kunci dalam menciptakan
lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan.
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1. Jelaskan tentang lingkungan pemerintahan, otonomi daerah, dan
desentralisasi!

2. Jelaskan peran dan fungsi kepala negara dan Kkepala
pemerintahan!

3. Jelaskan peran parlemen dalam proses pembuatan undang-
undang!

4, Jelaskan peran dan fungsi sistem peradilan!

5. Jelaskan  dampak lingkungan pemerintahan terhadap

perkembangan bisnis!
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Pertemuan 11
Presentasi dan Diskusi Makalah Akhir

Bab ini dirancang sebagai tahap penutup dari rangkaian
pembelajaran mata kuliah, yang memberikan kesempatan bagi
mahasiswa untuk mempresentasikan hasil kajian akademis yang telah
mereka susun dalam bentuk makalah akhir. Kegiatan ini tidak hanya
berfungsi sebagai evaluasi terhadap pemahaman konseptual mahasiswa
mengenai materi yang telah dibahas, tetapi juga sebagai media
pembelajaran aktif yang menekankan keterampilan komunikasi ilmiah,
argumentasi kritis, serta kolaborasi akademik.

Presentasi makalah akhir memberikan ruang bagi mahasiswa
untuk menunjukkan kemampuan analisis mereka terhadap isu-isu yang
relevan dengan lingkungan bisnis, baik dari aspek ekonomi, sosial,
politik, teknologi, maupun lingkungan. Selain itu, kegiatan diskusi yang
menyertainya mendorong mahasiswa untuk melibatkan diri dalam
dialog akademis, mempertahankan argumen berdasarkan data dan teori,
serta membuka diri terhadap kritik konstruktif dari rekan sejawat
maupun dosen. Secara pedagogis, kegiatan ini juga memperkuat capaian
pembelajaran berupa penguasaan teori, keterampilan analitis, serta
integritas akademik. Dengan demikian, presentasi dan diskusi makalah
akhir bukan sekadar sarana penilaian, melainkan juga wahana
pembentukan kompetensi yang komprehensif, yang akan bermanfaat
dalam pengembangan karier profesional maupun kontribusi intelektual
mahasiswa di masa depan.
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Pertemuan 12
Presentasi dan Diskusi Makalah Akhir

Bab ini disusun sebagai bagian penutup dari rangkaian
pembelajaran, yang difokuskan pada presentasi penutup dan evaluasi
akhir mahasiswa. Kegiatan ini menjadi forum bagi mahasiswa untuk
menyampaikan refleksi komprehensif atas materi yang telah dipelajari,
sekaligus untuk menunjukkan keterpaduan antara teori, analisis, dan
aplikasi praktis dalam memahami lingkungan bisnis. Melalui presentasi,
mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan sintesis
pemikiran mereka terkait isu-isu strategis yang berkembang dalam dunia
bisnis global. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat memperdalam
pemahaman bersama, mendorong pertukaran gagasan, serta
meneguhkan pentingnya Kketerampilan analitis dan etika dalam
pengambilan keputusan.

Selain itu, evaluasi akhir yang dilaksanakan pada tahap ini tidak
hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pada aspek sikap
dan partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. Dengan
demikian, kegiatan dalam bab ini berfungsi sebagai sarana evaluasi
menyeluruh sekaligus sebagai momentum peralihan dari proses belajar
di kelas menuju penerapan pengetahuan dalam konteks profesional.
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Pembangunan Ekonomi
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pertumbuhan.

Tempat Sentral Hierarki.

Karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan
wilayah

K d

P

Rov 00

MENGAPA DAN APA ILMU EKONOMI
REGIONAL?

‘Wiaysh berbeds beds potens (SDA SDM SO Buatan SO soual) nya sehenggs tadak
s dmamakan
B Akteas ckonoms aps’ yang skan diakukan

APA REGION

¥ Region: suatu unit geografis dengan batas tertentu dimana
bagian-bagiannya satu sama lain saling tergantung secara
fungsional

3 Bagamans skeificas ehonoms tab ddakukan
i > Berdasarkan batas:
D Kapan skusias diakukan Wilayah, kawasan, daerah
Bua memberikan contoh-contohmpatt!! (o K ks et el
ey T
REGION NODAL
s e i e e Ekonomi Regional merupakan suatu

“inti” dan baglan lainnya berfungsl sebagal ‘penyangganya
< Batas: tidak berimpitan dengan

batas administratf poliis!

ekonomi ruang yang berada di bawah satu

administrasi tertentu seperti provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan
sebagainya dengan didasarkan pada

pembagian administrasi suatu negara.

-

TUJUAN ILMU EK. REGIONAL

At a0 s o masonat miysh

« Kaloutarien bnghungen heby
 Pemerviane pemiagnan duiem mdan
Pt ebtor iogrien
e SR
B e 2

-,

-

Inmps Mempercepst pambangunin shonom wdayrsh
Bts e oot bagaans £ Ragons Vs man g g tiar & e

oo WK
-

-l

~ 67 ~

Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu
proses di mana pemerintah daerah dan
masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada
unyuk menciptakan suatu lapangan kerja baru

dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi a
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Kebijakan moneter

seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran
dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu
perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk
mengatur masalah makroeckonomi seperti inflasi dan

pengangguran.

o Kato Py |

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang
menekankan pada sisi perubahan Jumlah Uang Beredar
(6l

UB).

Suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan, terutama
dalam bidang ekonomi, membutuhkan kebijakan yang tepat
untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu kebijakan
yang dapat digunakan adalah kebijakan moneter.

204 Kode MK - Revist: 00,
M

Rule Policy
kebijakan yang berada di bawah teori moneter yang
dikemukakan oleh Friedman. Dalam teori Kuantitas
dikemukakan bahwa fluktuasi GNP disebabkan oleh
adanya fluktuasi Supply Uang (JUB).

2024 Koo MK: mumA
i

—__outLINE____o)]

- Kebijakan moneter : 1.Rule Policy. 2. Discretion Palicy.
- Model Kebijakan menurut Ahli

- Tujuan Kebijakan Moneter

- Instrumen Kebijakan Moneter

- Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter

a4 Ko K GBE Revist @
M NAA 130031

Kebijakan moneter

Cara pelaksanaan melalui, penyesuaian suku bunga,
pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan
mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar.
Bank sentral atau badan negara pengatur yang
bertanggung jawab atas hal ini yang berhak
merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri
kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral
yaitu Bank Indonesia

£ Ko MK Mo w/‘

Rule Policy

Kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu
untuk diberlakukan secara terus-menerus (dan tidak
mengalami perubahan),

Discretion Policy.

kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu, atau
kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya,
disebut Discretion Policy.

) Kode MK Rovis: mA
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Mengatasi fluktuasi GNP ini maka diperlukan suatu
tingkat pertumbuhan JUB yang stabil/tetap.
Pengendalian JUB secara teratur dengan cara JUB
tumbuh dengan suatu tingkat tertentu yang konstan ini
berlaku dalam jangka panjang. Dengan Fixed Growth
Rnle in Tlxe Money Supply, maka kontraksi dan

k i akan jadi relatif stabil.

P

- = |

Alasan fundamental dari discretion adalah gangguan
perekonomian (GNP) yang utama itu berasal dari sektor
riil. Karena 'range of swings' dari output riil ini tidak
menentu, maka tidak ada 'rule' yang absolute yang dapat
mengatasi sepanjang periode yang lama. Untuk itu
kebijakan discretionlah yang paling tepat. Hal lain yang
mendasari discretion adalah kondisi sistem ekonomi
yang sangat kompleks, sedangkan pengetahuan terbatas,
sehingga terdapat konsekuensi terjadinya malfungsi dari
Kebijakan Rule.

e

Model Pengangguran Inflasi Barro dan Gordon (1983)

memformulasikan model untuk melihat perilaku
pemerintah dalam membuat kebijakan moneter melalui
pendekatan pengangguran-inflasi.

2024 Kode MK -
8
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Model Pertumbuhan Uang

Model pcngangguran mﬂzm leblh menekankan pada
terjadiny kebijakan rule atau
di ion. Untuk lebih perjelas perbedaan kedua
kebijakan tersebut, maka model Pertumbuhan Uang dari
McCatlum (1989) berikut merupakan bentuk yang lebih
sederhana untuk mengamati perbedaan efektivitas
antara rule dan discretion.

2 Kae -.nA

Discretion (Countercyclical)

Kebijakan yang di kan oleh p ihat p
Kennedy dan Joh Di ion ini g
perubahan JUB yang sesuai dengan kebutuhan, karena
JUB tergantung pada nilai variabel ckonomi yang lalu

dan yang akan datang

e -~

model dari Robert J. Barro (1983), lebih banyak

menyoroti b perilaku pemt
tersebut mempertimbangkan reaksi dan ekspektasn dari
masyarakat.

Bennett T. McCallum (1989), yang diharapkan dapat
memperjelas perbedaan antara dua bentuk kebijakan
moneter tersebut.

2024 Kodo MK -

Di dalam model terdapat tiga hal yang utama yaitu:

1. Tingkat Pengangguran merupakan proxi bagi
nklivim ekonomi riil.
2. Pembuat k (yang selanj dalam makalah
ini dlv.hul schaa,m pgmcnmah) dan masyarakat
bertindak rasional.
3. Tujuan pemerintah mencerminkan preferensi
masyarakat.

= ~d

Rules Versus Discretion

Dua model di atas, kita dapat melihat perbandingan kelemahan/
L lan antara rule dan tersebut adalah
sebagai hcrlku!

1.Bila pemerintah menggunakan rule, maka fungsi reaksi masyarakat
yang dipertimbangkan hanya satu saja yaitu h(lt-1). Kondisi ini
membuat rule tampak seperti kendala yang tak berujung bagi
pemerintah. Dari hal ini, maka rule akan layak hanya jika pemerintah
tidak cakap dan tidak terpercaya yaitu dalam bentuk penetapan tujuan
yang tidak tepat
2. Hal penting dari rule adalah kapasitasnya untuk membatasi
I(chuukun yang akan dibuat pada periode yang akan datang, Dalam
kasus penga ulllgumnulﬂlm Iuml dari rulg ulmn Evcmlm suboptimal, bila
kita biaya k kan. Solusi 2t = 0 dan Unt
= Ut, (ﬁml dicapai melalui mekanisme hfcngun biaya yang rendah)
yang membatasi tindakan pemerintah yang akan datang terhadap
inflasi.
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Kebijakan Fiskal dan Sejarahnya

Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan yang
dikeluarkan negara untuk memengaruhi perekonomian
menggunakan p an, d: dan perpajakan. Ini
digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang
diterapkan  oleh bank sentral, dan memengaruhi
perekonomian menggunakan jumlah uang beredar dan suku
bunga.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk iptal

Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Fiskal dan sejarahnya
2. Instrumen Kebijakan Fiskal
3. Tujuan Kebijakan Fiskal

4, Jenis Kebijakan Fiskal

i Koda 1K - GBE Ravist 00
MK MMA 1930631

Sejarah kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal tumbuh dari ide-ide John Maynard Keynes —
seorang ckonom Inggris pada akhir 1800-an hingga 1900-an —
yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menggunakan
pengaruhnya terhadap ckonomi untuk menycimbangkan fase
ckspansi dan kontraksi dari siklus bisnis.

Keynes menegaskan bahwa, ketika ada aktivitas rendah dalam
perekonomian, pemerintah harus memiliki defisit anggaran.
Kebalikannya, selama masa aktivitas tinggi dalam perckonomian,

pertumbuhan ekonomi yang sehat. Idealnya, ekonomi harus
tumbuh antara 2% -3% per tahun, pengangguran akan

harus surplus. Pada dasamya, Keymes meletakkan dasar
bagi kcbuahn ﬁslul dcngun menyatakan bahwa pemerintah

dapat dan investor den;
berada pada tingkat alami sebesar 4,7% -5,8%, dan inflasi y i Stk Sl ikhs ahmﬁ
akan berada pada tingkat target 2%. Siklus bisnis akan rmd:l:unh’n;gi,
berada dalam fase ekspansi.
T S ot """FB:""‘ mrbopidesr e Kebijakan fiskal 2
{lam Shomsni posr bebet, mg.c'-“-ﬂ-lm' ) mengubsh ity
Instrumen Kebijakan Fiskal

§
g
[ i
| i
i
|1y
;
i

membangun jalan, jembatan, dan bendungan. Pomerintah federal merekrut jutaan,
orang kembali bekerja, dan mereka penghaulan mercka
untuk barang pribadi. permuntaan

* FDR meagakhiri Deprest pada tahun 1934 hetika chonomi tumbuh 10.8%.
Kemudian Scbesar 8.9% pada tabun 1935 dan 12.9% pada tabun 1936
Narmus pee taben 1937, FDR Kiwati tentang ‘un—“’m
ol e g b sl g

+ Pada whun 1939, FDR memperbarsi kebijakan fiskal ekspansf otk

keterlibatan Amerika dalam Perang Dumia 1f Dis meaghabiskan 30

kali lebih ‘,-.msmumu-hm-hn-d-mn New Deal

e tettea b
ya.

- - -l

3. Kebijakan Pembiayaan Defisit
-Jlka - i Iebih dari

intah. harus mengumpulkan jumlah ini. Jumlah ini dcﬁsnd:n
dnpal dipenuhi dengan mengeluarkan mata uang baru oleh bank sentral
negara. Tapi, itu akan mengurangi daya beli mata uang. Semakin
banyak lnlll uang baru akan meningkatkan inflasi dan setelah nilai
inflasi mata uang akan menurun. Jadi, pembiayaan defisit adalah
masalah yang sangat serius di depan intah. Pemenmuh harus
menggunakannya, jika tidak ada sumber pemerintah lain. penghasilan.

4. Ktbljlkln Utang Publlk

«Jika defisit tidak cukup
nmu‘( memenuhi pcngelulnnfpubllk llllljl‘z pemerintah tidak
biayaan defisit, maka tah dapat mengambil

pemerintah dap:
pmjmn dxn m dunia, atau mengambil pinjaman dari publik dengan
cara mengeluarkan surat utang dan obligasi.

1. Kebijakan Perpajakan
*Ini adalah salah Slll,lilillﬂnlncll kebijakan fiskal yang klnl di
tangan ownuspu ik yang sangat memengaruhi perul
patan, konsumsi, dan investasi. Kebijakan jim
b i

baru dalam paja.k sung dan
p-_pk tidak langsung. »
'Adn umhhbunr | pubhk seperti buk
sekol: i

;cmhaun. jalan, dan rel kereta np.ﬁ'm Untuk proyek-proyek di
o atas, pemerintah telah d‘n':cmbuynr jumlah besar nmnlk membeli

memi 1, namun, semua uaran ini
dibayarkan yu‘t’cmuﬂuﬁf pemenintah. i

e ——

5. Budgetting

*Kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau
budgetting. Oleh karena itu, kebijakan ini juga disebut
kebijakan anggaran. Istilah anggaran berasal dari kata
Prancis “Bougette” yang berarti tas kulit atau dompet
yang digunakan untuk bawa surat kabar k

*Anggaran suatu negara adalah instrumen yang berguna
untuk menilai fluktuasi ekonomi. Prinsip-prinsip
anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para
ckonom, yang dikenal scbagai anggaran tahunan,
anggaran berimbang siklus dan anggaran kompensasi
terkelola penuh.

e L1 qu
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[ OUTLINE ¢

Kebijakan Industri dan Sektoral :
Sustansi Kebijakan Industri dan Sektoral

. . " « Arah adalah ian domestik yang
Konsep Filosofi Pendidikan 4.0 kuat, berorientasi dan berdaya saing global
. bertahap dari ian berbasis
i s
filosofi yang sesuai ’ Industri 4.0 o
perlu disusun secara komprehensif, dalam rangka memenuhi * Dengan prinsip dasar:

tuntutan kemampuan dasar dari perubahan tersebut. Sehingga, — Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi dan

sistem dapat Ikan generasi penerus yang penguasaan iptek.
produkif (Bolat dan Bas, 2018) - ekonomi yang praktek terbaik
dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan.
— Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
- [

2024 MK - MMA 1930631 Lo

INDUISTI ARM! XEBUAKAN ‘ Faktor Kebijakan Industri dan sektoral

Faktor Kebijakan Industri & Sektoral

fode Mu OM Kode K - GBE
s 0
M MMA 12301 A 2034 M- hibA 3653

Faktor Kebijakan Industri dan sektoral Faktor Kebijakan Industri dan sektoral

Faktor Kebijakan Industri & Sektoral

KESIAPAN
INDONESIA HADAPI
ERA INDUSTRI 4.0

Sumber - Kementorian Perindustrian

Kode Mk GBE

MK b 1930531 Mk MMA 150m31
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Kebijakan industri

Kebijakan industri dari suatu negara usaha strategis secara resmi untuk
dari sebagian atau seluruh
sektor perindustrian dan selr(or sektor lainnya dari perekonomian.
Pemerintah memiliki tujuan dalam meningkatkan daya saing dan

dari domestik dan memajukan

a
transformasi struktural.
Infrastruktur suatu negala (transportasi, telekomunikasi dan industri
energi) adalah bagian pentin, eg dari sektor manufaktur yang seringkali
memiliki peran kuncl dalam kebijakan industri.

Kebijakan industri adalah sektor yang spesifik, tidak seperti kebijakan
makro ekonomi yang sifatnya lebih luas. Contoh dari kebijakan makro
ekonomi, yang sifatnya horizontal, termasuk kepada kebijakan ekonomi
secara luas, adalah kredit dan

modal, sementara contoh dari kebijakan industri, yang sifatnya vertikal,
kebijakan sektor yang spesifik, termasuk memproteksi tekstil dari impor
dan mensubsidi industri ekspor.

Koo MK

=0 i u“

Teori Sektoral

Geografi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari
tentang planet Bumi. Geografi mempelajari tentang banyak hal,
tidak hanya tentang bentuk permukaan Bumi atau kerak bumi
saja, namun juga mengenai peta dan lain sebagainya.
Sebenarnya geografi ini adalah cabang ilmu yang lumayan besar
sehingga mesti dibagi- bagi ke dalam cabang ilmu yang lebih
spesifik lagi. Setidaknya kita mengenal ada belasan cabang ilmu
geografi. Selain itu banyak sekali informasi yang bisa kita
dapatkan dengan mempelajari ilmu geografi. Diantaranya ada
berbagai teori yang terdapat di dalam ilmu geografi. Salah satu
teori yang terdapat di dalam ilmu geografi adalah teori menenai
tata ruang suatu tempat atau tata letak suatu daerah.

~ 73 ~
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Filosofi Lingkungan

GBE
Lingkungan Demografi Filosofi mengera linghungan ﬁ‘dulz terlepcj dor fi’l‘s'?icln ;ruqisiprfl yang
Yeori non-konsekuensial (deontologis) yang berbasis pada filosofi hak.
PERTEMUAN KE 5 T e rts e el e orropegsniels (Berpat pace
Dr. Ita Fionita, S.E,M.M & & 2
= 4
Pendapat Ahli Kajian demografi terdapat 3 hal penting yang

berkaitan dengan penduduk yaitu;

Gery et al (1996) mengklasifikasikan tentang cara dari kelompok-kelompok
yang berbeda dalam membayangkan hubungan organisasi dan masyarakat,

yaitu: > -
1.Kapitalis Murni: pandangan dominan dalam akuntansi dan keuangan salah Dinamika penduduk,
satunya adalah tanggung jawab korporasi untuk membuat uang bagi para
pemegang saham.
2.Bijaksana: orang-orang yang memiliki pandangan jangka panjang yang Komposisi atau struktur penduduk,

menyadari bahwa kesejahteraan ekonomi dan stabilitas hanya dapat dicapai
melalui proses tanggung jawab sosial.
3.Pendukung kontrak sosial: sikap perusahaan dan organisasi lain terhadap e "
masyarakat sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial.Konten ini telah Jumlah dan distribusi atau persebaran penduduk
tayang di com dengan judul “Memahani Filosofi Lingkungan dan
Tragedi Kepemilikan Bersama

2024 Koda MK
MK: GBE

Permasalahan Demografi
® Variabel Demografi : karakteristik
. 1. Fertitas/Kelahiran: Menambah i jan:

penduduk ( jumlah, persebaran, ¢ Jurrﬂah :e:::ﬂukfnam . Me?\ém:ﬁm::duk
komposisi penduduk ) dan Proses ketidakseimbangan populasi suatu ketidakseimbangan populasi suatu
demografi ( Fertilitas, mortalitas, N Gas(al podutinas smenixin, of
migrasi )

® : B & 3. Mobilitas/Pergerakan penduduk : 4. Pemikahan: kemiskinan,
Variabel Non demografi : Keterkaitan Ketidakseimbangan populasi suatu  pertambahan jumlah penduduk, di
dengan disiplin lain - sosiologi, daerah, kemiskinan, pengagguran,

= i di

a,ﬂrop_ologl, ekonomi, geografi, " son homiskinan,
biologi kiiminalitas, dil

\ = 8/
2026 4
224 (=3 S A

Mason (2001), Ross(2004) dalam
Adioetomo 2005 Perubahan struktur umur penduduk
akibat transisi demografi berdampak pada:

Bonus Demografl 1). Peningkatan jumlah tenaga kerja yang
proses penurunan fertilitas jangka panjang. apabila mendapatkan  kesempatan  kerja
Transisi demografi tersebut menurunkan produktif akan meningkatkan total output,
proporsi  penduduk  umur muda dan 2). Peningkatan tabungan,
meningkatkan proporsi penduduk usia kerja,

3). Tersedianya human capital yang jumlahnya
dan ini menjelaskan hubungan pertumbuhan lebih banyak

penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

204 Kode MK
MK GBE
2024 Kode MK
M
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Teori Penduduk

Aliran :

@ Pesimis : memandang jumlah penduduk yang besar akan
merugikan pembangunan

® Optimis : memandang jumlah penduduk yang besar akan
menguntungkan pembangunan

@ Netral : tidak kaitan antara penduduk dan pembangunan

™ A

Penduduk dan Perencanaan Pembangunan

" ®Penduduk berfungsi sebagi aspek supply,
sebagai contoh dalam hal perencanaan sektor
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan
pelayanan sosial lainnya

* Hal itu dapat dilakukan dengan cara
menderivasi penduduk menurut kepentingan.
Contoh: untuk sektor pendidikan diperlukan
penduduk menurut umur sekolah SD, SMP
dan SMU.

2 .

Pesimis Dasar ; Teori Malthus

# Penduduk jka tidak dikontrol akan berkembang menghuti
deret ukur dan bahan makan akan bcl’«mbmg mengikuti
deret hitung

' Eleknya adalsh munculnya kemiskinan
. p

Dalam rangka memperoleh sisi supply, maka
peran proyeksi penduduk menjadi sangat
esensial.

Untuk melakukan proyeksi penduduk yang
“baik” perlu ditunjang oleh kualitas data
kependudukan yang baik.

Data yang baik sangat tergantung kepada
sumber data yang tersedia.

Sumber data apa yang perlu dikembangkan

agar keperluan perencanaan pembangunan
dapat dilakukan secara baik ?

= <A
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GBE

Lingkungan Sosial dan Budaya

PERTEMUAN KE 6
Dr. Ita Fionita, S.E,M.M

m< Ancaman Perubahan
— Tklim

2024

DORONG PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

FAKTOR

‘Perubahan Sosial Budaya

perubahan sosial. Yaitu Perubahan dalam masyarakat » Toleransi terhadap

» Kontak dengan Perubahan
yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan Budaya Lain » Penduduk yang
y : AE g » Sikap Menghargai Heterogen
pola perilaku individu di antara kelompoknya Hasil Karya Orang > ;(Aebdak;msan" .
Lain asyarakat terhadap
. og) . Bidang Keh
Perubahan budaya yaitu Perubahan dalam sistem ide > Sistemn Pendidikan oo b
. e » Sikap Mudah
yang dimiliki bersama pada berbagai bidang yang Maju R 11 Barn
4 » Keinginan untuk
kehidupan dalam masyarakat bersangkutan CoMawe

= o m oo/
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[ -CONTOH PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA YANG TERJADI DI
'DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI NEGERI INT
1.Cara berkomunik:
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Lingkungan Politik dan Hukum @

L . Bian

Lingkungan Politik dan Hukum

Kebijakan dan regulasi dalam operasional bisnis

Kebiakan dan requlasi memainkan peran Kkitis dalam operasional bisnis, membentuk
berangka karja untuk aktivitas perusahaan dan memastikan terhadap norma-
norma hukaurm yang berlak. Berikist adalah penjelasan secarm detal tentang ketsjaian
dan reguiasi dalam opsmsional bisnis

1. Definisi Kebijakan dan Regulasi:

* Kebijakan: Kumeulan pedorman dan Brinsip yang membimbing pengambian

hsarmanan kerja, atau kebjakan sumber daya manusia.
s Aturan resimi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Badan pengatur untuk
frengendalikan perilaku di sektor bisnis Regulasi dapat melibatan aspek hukurm,

fiskal, lingkungan, atau industr tertentu.

2. Fungsi Kebijakan dan Regulasi:
- PemanduT

2024

Lingkungan Politik dan Hukum

4. Kepatuhan terhadapRegul

Lingteungan:

* Penting bagi bisnis untuk memahami dan mematuhi reaulasi lingkungan yang berlaku
di wilayah operasional mereka. Ini melibatkan pemenuhan persyaratan perizinan,
Pelaporan lingkungan, dan standar kearmanan

Keselarmatan Kerja
1

* Bisnis perlu mengembangkan kebijakan keselarmatan keria yang jclas dan dagat
dipaharmi oleh semua karvawan. Kebijakan ini mencakup prosedur darurat, protokol
keselamatan, dan tanggung jawab individu

2.PelatinanKeselamatan:

- polatinan
rencakup penagunasn peralatan pelindung diri, penanganan bahan berbahays, dan
prosedur keselamstan khusug berdasarkan jenis pekerjsan.

keria untuk semua karyawan. Ini

3. Pemantauan dan EvaluasiRisike:

* Melakulan evaluasi risiko secars teratur untul mengidentifikasi potensi bahaya di
tempat keda, Ini membanty dalam mengin 4 mentasikan tindakan pencegahan dan
ko lomcmiaknars

Lingkungan Politik dan Hukum

A.Keberlanjutan Jangka Panjang:

* Praktik bianie yang

Ingha oanmng,
Metmlanjitan omimsional

Contoh lmelermentas: dasarm Bisnis
LPangounaan Enerol Hijau

* Bisnis yang teralih be surnber daye energi terbaruban untuk MeRGUMNG! dameak
lingkungan dan meninghathan ef isiens:

2. PemisahanLimbah dan Daur Ulangr

* Menmrapban sistarm germisahan lirmimh dan daur ulano di temeat kers untuk
rrengurangs i dan rrendubung oraktik

kungan

A Pelatinan Evaleua sl dan Keselamatars

* Metakuban pelatihan reouke entang Undakn evakuasi darurat dan pengeunan
fralatan busetarrmtan di terrgmt bea

L Kenteks
Lingkungan Bisnis:

Ferindungan Lingkungan:

aan Limbate

1.Pengel

* Bisnis harus limbah yang jawab,
termasuk daur ulang dan permrosesan limbah secara aman. Hal ini membantu

renceoah

ekasistem.

* Mengimplementasikan kebijakan untuk konservasi sumber daya alam seperti air,
energi, dan bahan baku. Strategi ini dapat mencakup efisiens: energi, penggunasn
bahan ramah lingkungan, dan teknologi hijau.

GasRumah Kaca:

2. Permantauan Emi

* Bisnis yano peduli terhadap lingkunoan harus memantau dan mengurangi emisi gas
rurrah kaca. Ini melibatkan penerapan teknologi bersih dan kebiiskan pengurangan
larbon

2024 Revsio1

Lingkungan Politik dan Hukum

Penerapan TeknologiKeselamatan:

2 teknologi seperti 3
dan peralatan otomatisasi untuk mengurangi risiko kecelaksan dan melindungi

Kerja.

- lingkungan dan kerja dapat
meningkatian citra perusahaan di mata kensumen dan pemangku kepentingan.

2. Kepatuhan Hulcurm:

* Menerapkan praktik lingkungan dan keselarmatan kerja yang baik mermastikan
kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan undang-undang yang berlaku

3.Produktivitas yang Tinggic

* Karyawan yang merasa aman dan bekerja di lingkungan yang sehat cenderung lebih
Pproduktif. Ini juga dapat mengurangi tingkat absensi dan kecelakaan kerja.

Lingkungan Politik dan Hukum

Faten
Definise

Paten adalah hak ekskiusi yang dibenkan oleh pemerintah kepads penermy atas
penermuan yang baru, berguna, dan dapat dipatenian

Peran dalam Lingkungan Bisnis:

Simulasiinovase
* Mendorong perusahaan untuk melakukan nset dan pengembangan bans dengan
atas

2 Keunggulan Bersaing:
* Mermberian keungguian bersaing kepads perusahaan dengan mefindungi produk
atau proses yang inovetit
Investasi danPengembangan:
* Menjadi insentt bagi perusahaan untuk berinvestas: dalam penelitian dan
3 dapat hak paten atas hasil
penemuan ek
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Lingkungan Politik dan Hukum Lingkungan Politik dan Hukum

Dampak pada Lingkungan Bisnis: antangan dan Ferti R
1 InovasiBerkelanjutan: 1 Monopolidan Akses Kesehatan:
* Hak cipta dan paten mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi, * Perlu mempertimbangkan bagaimana hak cipta dan paten dapat menciptakan

monopoli, yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap inovasi yang
mendukung perturbuhan berkelaniutan dalam lingkungan bisnis
mungkin penting untuk kesehatan dan kesejahteraan.

2. InvestasidanPengembangan: 2. PembaruanHukume
* Perusahaan cenderung lebih berinvestasi dalam iset dan pengembangan ketika * Kepentingan untuk pembaruan hukum yang seimbang untuk mermastikan
mereka tahu bahwa hasilnya dapat dilindungi oleh hak cipta atau paten paiindungan yang wejer bagi pemegeng hek; sambil mempartimbanglan
kepentingan masyarakat umum.
% Perlindungan dariPersaingan Tidak Sehat:

* Hak cipta dan paten membantu melindungi perusahaan dari persaingan tidak Kearipuldrs
) Hek cipta dan paten meriliki peran krusial dalam mendorong inovasi, investasi, dan
sehat atau Penggunean Ihw inovasi mereka oleh pesting. keberlanjutan dalam lingkungan bisnis. Namun, perfindungan ini juga perlu diimbangi

4 MendorongKeberlanjutan Ekonomi: dengan pertimbangan etis dan keadiken, terutarma dalarm konteks akses tethadap
* Mendorong keberlanjutan ekonomi dengan memberikan insentif bagi perusahaan IAEVRST A0 decRt marhaiRiy il eseh ity dan Reweleuayser iRttt gecrs
uas

untuk terus menghasilkan produk dan layanan inovatif
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Lingkungan Alami

tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada, dan harus ada kondis
lingkungan tertentu yang berperan terhadapnya dan menentukan kondisi
hidupnya.

— - GBE
> s -

Lingkungan Alam ‘

* Uingamgon Alom adelh segoa sesus yong oca f chom dm diciplen
Tuhan Yong Moha Kuasa, Contoh ingkungan alam yong oda di
bum odalch . qunung don lemboh

Lingkungan Alami

* Komponen terdiri dari fmwo'lk(m& air, udara,
cuaca, suhu) dan fakter biotik (tumbuhan dan hewan, termasuk manusia)

* Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan
dipengaruhi manusia.

sungai, danou, laut,
. s@umpmuqmmmvdmfmmohnmumm * Delem Novitisl clam, Noghungn dungon sagale karagesman nterckel yang
manusia, karena lingkungan memiliki daya —
"""'" mzﬂm%m:mmmm
’ m plﬂ idupan n::: mun.a. n:nm ::""m melompoul
S —— R— |
e . -HUBUNGAN ANTARA FAKTO
KOMPONEN FAKTOR LINGKUNGAN LINGKUNGAN

+ Foktor iimYang meliputi parometer ikim utoma seperti cohaya,
temperatur, ketersedioan air, dan angin. « Faktor-faktor li o

ingkungan sal
mmmmmmmmmw
« Sebagai contoh bahwa kedua faktor iklim dan tofografi akan

mempengar uhi perkembangan suatu fanch.
-wy-gmm-gmﬁm-umwuw + Dengan demikion juga iklim dan fanch akan berpengaruh secara kuat
yo pH dalam pola kontrolnya terhadap komponen biotik, menentukan
”mmnwwnmwmm
+ Saloh satu ciri utama iklim daerch tropika odaloh panas yong terus

menerus. . mm«mm:awnmm-m
* Organisme bereaksi terhadap variasi li , sehingga
+ Suhunya tinggi don variasi harion dolom woktu 24 jom lebih besar hubungan yang nyata antara kingkungan don organisme hidup ini akan
dibandingkan variasi linnya dalom satu waktu kewaktu lainnya dalam komunitas dan eks tertenty, baik

satu tahun.

-

= T V—
HUKUM MINIMUM DAN HUKU [KONSEP FAKTOR-FAKTOR PEMBATAS
TOLERANSI .
* Eksistensi dori keberhasilan suatu organisme atau kelompok onganisme
*Hukum Toleransi dari Shelford menyatokan Kehadiran dan tergantung pada keadaan lingkungan yang sangat rumit,
keberhasilon  suatu tergantung lengkapnya
kompleks keadoan. Ketiodan atou suatu organisme * Suatu keadoan yang melampaui batas-batas toleransi disebut keadoan
dapat dikendalikan oleh kekurangan atau secara kualitatif yang membatasi atou faktor pembatas.
don dari saloh sotu beberapa faktor yong mungkin
mendekati batas-batas toleransi fersebut + Foktor pembatas dapat mencapai nikai ekstrim maksimum moupun
minimum dengan ukuran keitis.
*Hukum  Minimum Untuk dopat bertahan don hidup dalom
keadaan fertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang + Foktor pembatas bervariasi dan berbeda untuk setiap tumbuhan maupun
penting diperiukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan t-nd-wndsdmrwnrmmuuﬁmgﬂv lah pengelompokan
an dasor ini bervariasi antara jenis dan dengan dan perkembangan serta penyebaran organisme tersebut
*+ Suatu organisme mempunyai toleransi yong besar terhadap suatu foktor
yang konston, maka faktor itu tidok merupakan pembatas.
Y ). WO— 7 |

{1 —ﬂ
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Sebaliknya bila mempunyai toleransi tertentu nrhdq; suatu faktor yang
bervariasi dalom l(ngku\pn. dapat faktor

membatasi. Sebagai cont m»mm'mu:mmumq
serta siap mmamd-hnuqmwm sehingga

unhlmli organisme

* Pada pihak lain, oksigen jarang dan sangat bervariasi dalam air sehingga
as pada organisme perairan Keadaan lingkungan
yang ekstrim mengurangi batas toleransi.

* Suaty contoh konsep fakfor punhniu dengan membandingkan telur-telur
ikan trout dan tel k. Telur-telur ikan trout
mnoocmlzocwwnn 40C sedangkan telur-telur kodok
unau\\ 00C dan woc dcnpm Oﬂﬂmll':: 20C.Jadi telur-telur (kan trout

Y
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~81~



e Materi Pertemuan 11

GBE

Lingkungan Pemerintah-11-
PERTEMUAN KE 11

Dr. Ita Fionita, S.E.. M.M

KONSEP USULAN PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

AN

e
URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN PEMERINTAH PROVINS!

o iy e b e e

X | @ per X | D EsAd

'mailfu/0/#inbox/FMfegz

uan 11.ppt
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Isu - isu Lingkung
dan Kemiskinan

hukum dan Good 6
yang berkepanjan

‘Perkemb
Kebijakan P

'Kebijakan Nasional

Pelestarian Lingkungan dilaksanakan
berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan

ile: dalom
;?mﬂwmmmwfm
don sehat

lingkungan "~
pel

kingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakon daripada uscha
perangquiangan dan pemulihan Kualitas Linglamaon ditetopkan berdasarkan
fungsinya. Pencemaron dan perusakan linglkungon perlu dihindari
Pelestarian Lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip -prinsip
pelestarion melalui pendekatan manajemen yang layok dengan sistem
pertanggung jawoban.

Kode MK GBE
K MMA 103081
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E Peryetengpersen

Uruiwan Pamermtatan
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o
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PEMBANGUN
AN DAERAN
e

KISI-KISI PENGISIAN KOLOM
KEWENANGAN
“Setiap Urusan Pemerintahan Konkuren (UPK) di dalam setiap
Bidang dan Sub Bidang Urusan harus djelaskan Polaksansannya

pada kolom 4 (kewsnangan daerah provins|) dan kolom 6
(kewenangan dserah KabupatervKota)”

Memust ruang linghup pada setiap UPK

Bukan nama progam atau kegiatan dan bukan unsur dan fungs| manajemen

) Tidak menyebutkan secara spesifik agar tidak mengikat terhadap perubshan

ah bernuanas “binwas” Gubermur (provinel) tarhadap BupstiWalikota
habupsten’tota)
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(J dnersh kapupatenNTAs oo
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‘Perkembangan Kele:
Kebijakan Pengelola

1967 - 1972
Berdiri

KTT Rio 1992, Agenda 21
Diluncurkannya Program - Program i
Biru dan Adipura)

Revisi UU No. 4/1982 —+ UU No 23/

Sekarang
Desentralisasi, ISSD 2003

‘Visi dan Misi Kementerian Lingkungan
Hidup

Pembangunan yang dopat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat
:::wmmnmmnmlpom pemenuhan aspirasi dan
Mwmlm karena itu fungsi lingkungan perlu

Misi Mendorong digunakannya prinsip prinsip
i kebi jakan, kaom“:mpad:‘iomn/n
serta ikut dalom upaya dit: t global terlaksar
berkelanjutan bumi ini melalui usaha usaha yang sesuai
dengan tugas dan fungsinya

- Koow WX OB W 00
MK AMA 1930691




‘Pokus Utama Kementerian Lingkungan Hidup ‘Program Yang Dilaksanakan
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ANALISIS DAMPAK LA
LINGKUNGAN TEKNOLOGI
TERHADAP LINGKUNGAN
BISNIS: PELUANG DAN
TANTANGAN DI ERA MODERN
(STUDI EMPIRIS QRIS DAN E-
COMMERCE)

Ard Oumran 34323073
Bymn Fodie Akber 24I2IMON
Hordome 2421310089

@€ Peluang yang Diciptakan Teknologi

1 Efisiensi ional: Teknologi isasi tugas-
tugas repetitif, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses bisnis.
2inovasi Model Bisnis: Teknologi membuka jalan bagi penciptaan model bisnis
yang sama sekali baru.

3. Perluasan Jangkauan Pasar Global: Internet dan teknologi komunikasi telah
menghapus batasan geografis. Perusahaan, bahkan UMKM, kini dapat menjual
produk atau layanannya ke konsumen di seluruh dunia tanpa harus memiliki
kehadiran fisik di setiap negara.
4.Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Dengan adanya Big Data dan Artificial
Intelligence (Al), perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisi
sangat besar.

' Studi Empiris: Dampak QRIS terhadap .

Lingkungan Bisnis

Tantangen dikan quis

e Dt o
2 bl ebiitas
: b
Aoy Vmaskal Marchunt
Disctm Rate (MOR)

< -

Lingkungan Teknologi

Secara garis besar, teknologi telah memfasilitasi
transformasi digital di hampir semua sektor industri.
Ini bukan hanya tentang menggunakan komputer
atau internet, tetapi tentang bagaimana teknologi
mengubah model bisnis inti, proses operasional, dan
pengalaman pelanggan. Perusahaan yang mampu
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan
teknologi cenderung lebih unggul dan resilien
(Porter & Heppelmann, 2014).

—

@+ Tantangan yang Muncul dari Teknolog!

1 Keamanan Siber dan Privasi Data: Seiring dengan peningkatan konektivitas,
risiko serangan siber dan kebocoran data juga meningkat. Perusahaan harus
berinvestasi besar dalam sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi
sensitif pelanggan dan data operasional mereka dari ancaman peretasan.

2. Kesenjangan Keterampilan (Skill Gap): Adopsi teknologi bary seringkali
mnmmmmmmmtmmpmaﬂl

3Biaya Investasi dan Adaptast Implementasi teknologi canggih seringkali
memerlukan investasi awal yang signifikan, baik untuk hardware, software, maupun
infrastruktur.

4. Disrupsi Bisnis Tradisional: Teknologi dapat mendisrupsi model bisnis yang
mapan. Perusahaan yang lambat berinovasi atau menolak perubahan teknologi
pangsa pasar secara drastis kepada pesaing yang lebih adaptif.

Studi Empiris: D KE hadap

[ & Lingkungan Bisnis »
E-commerce merujuk pads aktivitas jual beli barang atau jasa yang dakukan melalui internet.
Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Tiktokshop dan laineya telah
menciptakan pasar virtual raksasa d mana wtaan § produk diperualbelikan setiap hari ni bukan
hanya tentang toko online, tetapi juga tentang ekosistem yang metibatkan logistik, pembayaran,
pemasaran digital. dan Layanan pelanggan (Chatfey & Ellis-Chadwick, 2019)

Nu-nu yang Diciptakam £ commerce Tantangan dalam £-commerce

ki e inbnighs sk s ol

Kesimpulan

Teknologi telsh menjadi kekuatan transformatif yang tak
terhindarkan  dalam Ungkungan  bisnis  modern,

yang kompleks. Dari efisiensi operasional yang
ditingkatkan hingga inovasi model bisnis dan jangkauan
pasar global, teknologi membuka jalan bagi pertumbuhan
dan daya saing yang belum perah ada sebelumnya.
Namun, di sisi Lain, perusahaan juga harus menghadapi
ancaman keamanan  siber, kesenjangan keterampilan,
biaya investasi yang signifikan, dan potensi disrupsi
torhadap praktik bisnis tradisional. Studi empiris QRIS dan
e-commerce di Indonesia secara jelas menunjukkan
bessinsna Wil dapok wiandoesog kil Lvenitn

mmuum- yang memadm, dan strategi logistik yang




V\ LINGKUNGAN DEMOGRAFI

sngor

DAMPAK
LINGKUNGAN
DEMOGRAFI
TERHADAP
LINGKUNGAN BISNIS

KEBIJAKAN DI
LINGKUNGAN DEMOGRAFI

Kebijakan Migrasi
[ —
pend.um bt antor deran
LU ——

Pengembangan Produk
o Vet yang menaung
1ok reseeats ke vurrtes R a Paran Strategl Pemasaran
doyo yong tevedia
“ Lingkungan
Kebijokan Peningkatan Kebiy

obijok
Sumber Daya Manusia Pensiun dan Jaminan
Sosial
Tupion uroma etsokan in adoion
menciptoron a0 aman sesearteroon
L ——

an Program Demografi
Perencanaan Sumber Daya Manusia

paninghotan sumeer 0270 manuo (50M)
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DAMPAK LINCKUNGAN DEMOGRAF!
TERHADAP ICKUNGAN BISNIS

Perubahon doiom struktur usia Pergeseron demagrafl jugo
populasi dopat mempengaruni dopat mempengaruni poia
parmintaan produk dan ayanan. kangunsi dan preferensi menes.

Penibahan dalom tingkat

juga mempengaruhi internet, konsuman ki lsbin
ksterseciaon tenoga kerjo yong ‘cencenng melotaan riset
beruaitas.

Kesimpudan darl anallsis lingkungan demogrofi di
lingkungon bisnis menunjukkan batwa laktor- laktor

stroteg! don keberiangsungan bisnis di Indonesio
Dengan memanami karakteristk demograf kabiokan
pamediniah, serta dampaok lingkungan demogrofi
penusahaan dapat marumuskan strategi yang lsbin
sfett untuk menjangkau konsumen.
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ITU LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA.

Keseluruhan kondisi sosial dan budaya
9 memengaruhi kehidupan individu
dan kelompok datam Mas

LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

eraksi dan

OLEM KELOMPOK V : UNSUR - UNSUR :

1. Todah Pritadi Potrt 1. NORMA DAN NILAX
2 Piph Avariksani 2 STRUKTUR SOSTAL -
3 Vondani 3. INSTITUST SOSIAL ¢
4 Hein 4. BUDAYA POPULER

S Deddy Amarsiiah
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1. NORMA DAN NILAI 3. INSTITUSI SOSIAL L & y DAMPAK LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA: -,
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o e - Bty
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CONTOH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA DARMAITA -
1. MASYARAKAT PEDESAAN 2. BUDAYA ORGANISAST 3. GLOBALISAST & BUDAYA 1 RINGKASAN
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/j Lingkungan Bisnis terhadap : -
Kebijakan Moneter Q Lingkungan Bisnis

Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Moneter Le
Lingkungan Bisnis

Intenal Ekstemal Mikro J§ Eksternal Makro

Jenis - Jenis Kebijakan
Moneter

Tujuan Kebijakan
Moneter

Pty Saviaters

Thank you
very much! Q

DAMPAK KEBUAKKAN MONETER

TERHADAP LINGKUNGAN BISNIS
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